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Ringkasan Eksekutif

Pada Oktober 2021, para pemimpin dan pemerintah dari seluruh dunia memprakarsai
Konferensi Para Pihak ke-15 (Conference of the Parties - COP15) Konvensi Keanekaragaman
Hayati (Convention on Biological Diversity - CBD) untuk menentukan masa depan tindakan
konservasi global. Diharapkan pada Mei 2022, saat proses berakhir, para pihak akan
mengadopsi Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global (G/obal Biodiversity Framework -
GBF) pasca-2020. Target spasial, seperti target ambisius 30x30 untuk memberikan perlindungan
formal terhadap 30 persen permukaan tanah dan air dunia pada tahun 2030, telah menjadi
standar empiris yang dominan untuk mengukur keberhasilan konservasi dalam GBF.

Pandangan yang terlalu sederhana tentang konservasi ini telah menimbulkan ancaman yang
serius terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat adat dan komunitas lokal secara global. Di
mana identitas maupun hak atas wilayahnya belum diakui atau diabaikan, para pemimpin
masyarakat adat dan komunitas lokal memandang target konservasi spasial dengan skeptisisme
dan rasa kekhawatiran. Untuk memahami bagaimana target lingkungan global seperti 30x30
telah dan terus dikembangkan dan diimplementasikan di seluruh dunia, diperlukan tinjauan
kritis terhadap sejarah politik dan ekonomi konservasi itu sendiri. Penggunaan target spasial
untuk menguasai ruang pedesaan atau untuk mengedepankan kepentingan pihak tertentu
dengan mengorbankan perlindungan HAM bagi mereka yang paling dirugikan,' perlu diatasi.

Di Asia, per Oktober 2021, kawasan perlindungan mencakup sekitar 15,37 persen 2 dari total
luas kawasan (478,5 juta Ha).3 Lebih dari satu miliar orang saat ini tinggal di kawasan
perlindungan tersebut atau di kawasan yang sangat penting bagi konservasi
keanekaragaman hayati di Asia.* Seratus lima puluh juta orang tinggal di dalam area yang
telah ditetapkan sebagai kawasan perlindung, sementara 859,2 juta lainnya tinggal di kawasan
keanekaragaman hayati yang tidak ditetapkan sebagai kawasan perlindungan yang mencakup
23,8 persen dari kawasan Asia.> Jumlah ini merupakan 23,3 persen dari populasi kawasan Asia
dan menyoroti sejauh mana orang dan keanekaragaman hayati saling tumpang tindih. Meskipun
kawasan perlindungan eksklusif sering kali dianggap sebagai pendekatan yang paling dikenal
untuk mencapai tujuan konservasi global, namun bukti menunjukkan bahwa ketika
digabungkan, wilayah dan kawasan yang diatur, dikelola, dan dilestarikan oleh
Masyarakat Adat dan komunitas lokal merupakan model utama konservasi alam bersama
secara berkelanjutan.® Komunitas-komunitas ini menginvestasikan rata-rata USD $3,57 per
hektar - secara global mewakili hampir USD $5 miliar per tahun dan setara dengan seperempat
dari gabungan pengeluaran konservasi oleh pemerintah, donor, yayasan, dan LSM di seluruh
dunia - dalam pengelolaan, restorasi, dan pelestarian sistem sumber daya alam yang menjadi
sumber penghidupan mereka.” Ini berarti sejatinya Masyarakat Adat dan komunitas lokal adalah
para pemimpin konservasi, bahkan saat mereka berjuang untuk mendapatkan ruang di dalam
proses pengambilan keputusan.

Menurut laporan ini, mengurangi secara efektif dan adil dampak perubahan iklim dan hilangnya
keanekaragaman hayati memerlukan modalitas konservasi baru untuk mengakhiri pendekatan
eksklusif, mengadopsi strategi berbasis HAM, dan memajukan pengakuan hak atas tanah, hutan,
air, serta wilayah bagi Masyarakat Adat® dan komunitas lokal ° yang secara historis memiliki lebih
dari setengah daratan dunia.’® Kami selanjutnya menunjukkan bahwa Visi CBD 2050 yang
selaras dengan alam tidak akan terwujud dengan mengeksklusi manusia. Sebaliknya,
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keselarasan dengan alam pada akhirnya bergantung pada pengakuan HAM dan kesetaraan
antargenerasi dalam semua keputusan penggunaan wilayah. Untuk mencapai tujuan tersebut
dalam agenda konservasi pasca-2020, maka tindakan dan investasi di masa depan harus
mengakui kepemimpinan konservasi masyarakat akar rumput dan memprioritaskan pemajuan
hak atas tanah dan identitas budaya mereka sebagai ukuran keberhasilan."

Peran Masyarakat Adat dan komunitas lokal dalam konservasi

Secara global, Masyarakat Adat dan komunitas lokal telah lama menjadi penjaga
keanekaragaman hayati.’> Wilayah adat mereka diperkirakan mencakup 36 persen dari lanskap
hutan utuh yang tersisa di dunia ' dan 80 persen keanekaragaman hayati yang tersisa.'
Lazimnya keanekaragaman hayati di dalam wilayah adat berkaitan dengan tata kelola efektif
yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat.'> Data global menunjukkan bahwa wilayah
kelola masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki tingkat deforestasi yang lebih
rendah,’® menyimpan lebih banyak karbon,”” dan mengandung lebih banyak
keanekaragaman hayati '® daripada tanah yang dikelola oleh pemerintah atau entitas
swasta.

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), 476 juta Masyarakat Adat - atau 6,2 persen
dari populasi global ""— tinggal di lebih dari 90 negara. Menurut organisasi Masyarakat Adat
regional yang juga melakukan analisis demografis, di Asia saja terhitung ada sebanyak 411 juta
Masyarakat Adat.?° Angka ini tidak mewakili komunitas lokal dan tradisional non-adat.
Keragaman di seluruh masyarakat tersebut tidak diakui secara efektif dalam hukum nasional di
Asia, dan kalau pun ada hukumnya, perlindungan tidak ditegakkan secara memadai. Kurangnya
pengakuan hukum atas lembaga adat dan sistem tata kelola adat didasari oleh ketidakpastian
hak penguasaan (tenurial) atas wilayah adat leluhur. Menurut RRI, hanya 8,7 persen dari
wilayah kelola Masyarakat Adat dan komunitas lokal di kawasan Asia yang telah diakui
secara hukum.?’

Kontribusi berharga Masyarakat Adat yang melindungi keanekaragaman hayati berkaitan
langsung dengan pluralitas pandangan dunia mereka, kosmovisi, berbagai praktik yang telah
teruji waktu, dan nilai-nilai relasional yang diungkapkan melalui sistem pengetahuan
antargenerasi mereka.?? Setiap komunitas berinteraksi dengan lingkungan lokalnya melalui
seperangkat aturan, lembaga tradisional, dan berbagai praktik berkelanjutan. Hal-hal ini akan
dikesampingkan jika pemerintah nasional terus mendukung model konservasi Barat, dengan
pendekatan dari atas ke bawah,?? yang tidak melibatkan masyarakat dan yang menjadi
perpanjangan dari sejarah kolonial di sebagian besar kawasan ini.?* Bahkan kategori kawasan
perlindungan IUCN yang lebih egaliter (kategori IV, V, dan VI yang membuka jalan untuk
penggunaan atau pengelolaan sumber daya) sebagian besar diatur oleh aktor negara alih-alih
masyarakat yang biasanya mengelola dan menjaga wilayah ini.

Kepemimpinan konservasi akar rumput terancam

Menurut tinjauan teknis tahun 2021 yang dilakukan oleh organisasi konservasi besar, lebih dari
25 persen wilayah adat saat ini terancam oleh pembangunan berbasis komoditas secara
global.?> Sebagian besar karbon yang tersimpan di dalam lahan ini, setelah hilang akibat
penebangan skala besar, pertanian, pertambangan, dan proses lain yang menyebabkan
hilangnya hutan serta penggunaan lahan dan perubahan tutupan lahan,26 tidak akan dapat
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dipulihkan pada skala waktu yang diperlukan untuk menghindari dampak berbahaya terhadap
iklim dan keanekaragaman hayati.?’

Masyarakat adat dan komunitas lokal menunjukkan kepemimpinan konservasi melalui
perjuangan politik mereka yang bertujuan untuk melestarikan pengetahuan leluhur dan
lembaga adat, memungkinkan proses yang peka gender dan inklusif, serta melakukan advokasi
kebijakan skala luas untuk reformasi hukum atau undang-undang yang mengakui hak asasi dan
identitas mereka.?® Di Asia, perjuangan membela hak-hak mereka telah berulang kali
membahayakan para pemimpin komunitas yang secara tidak proporsional menjadi sasaran
dari pihak yang berkuasa dan aktor terkait industri hanya karena membela hak-hak mereka dan
integritas ekosistem mereka.?’

Secara keseluruhan, kawasan Asia melambangkan konteks politik yang mendukung bisnis
dengan mengorbankan hak asasi manusia (HAM). Pemerintah sering menggunakan kawasan
perlindungan untuk mendapatkan kendali strategis atas lanskap pedesaan3 seraya
mengimbangi eksploitasi lingkungan di tempat lain. 3" Perlindungan lingkungan hidup dan HAM
dipandang merugikan pembangunan ekonomi dan diabaikan ketika kepentingan bisnis lebih
diutamakan. 32 Berbagai tantangan ini telah diperparah selama COVID-19, bahkan ketika
masyarakat adat dan komunitas lokal terus menunjukkan ketahanan yang luar biasa.*?

Jalan ke depan

Kemampuan mengatasi krisis ganda iklim dan keanekaragaman hayati bergantung pada
pengakuan penuh dan jaminan atas hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Pengakuan
hak ini merupakan sarana untuk memberdayakan kemandirian, otonomi, praktik tradisional,
dan pengetahuan leluhur yang penting bagi kontribusi masyarakat dalam menjaga lingkungan
secara adaptif.>* Mendukung tata kelola masyarakat adat dan komunitas lokal atas wilayah
keanekaragaman hayati jauh lebih murah bagi pemerintah daripada menegakkan model
konservasi eksklusif (tanpa melibatkan masyarakat). Masyarakat Adat dan komunitas lokal sudah
terlibat secara aktif dalam melestarikan wilayah leluhur dan tradisional mereka, melakukan
investasi dalam pengelolaan, restorasi, dan pelestarian sistem sumber daya alam yang mereka
dan orang lain andalkan.?® Biaya untuk pemukiman kembali masyarakat yang dipindahkan dari
area konservasi, ditambah ganti-rugi, dan mengganti praktik konservasi masyarakat jauh lebih
mahal - bisa berkisar antara 100 hingga lebih dari 1.000 kali dibanding biaya pengakuan hak
masyarakat atas wilayahnya, yang diperkirakan mencapai USD $312,6 juta di India, USD $200
juta di Indonesia, dan USD $23,1 juta di Nepal.*®

Walaupun serangkaian perlindungan telah dikembangkan untuk memastikan bahwa aktor
konservasi menghormati hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal atas tanah dan sumber
daya, namun dunia tidak memiliki seperangkat prinsip yang diakui secara global yang didasarkan
pada hukum HAM internasional dan dikembangkan melalui kolaborasi dengan pemegang hak
itu sendiri. Salah satu pemulihan kunci yang mungkin adalah mengadaptasi Standar Hak atas
Tanah (Lampiran 1)3” untuk upaya konservasi. Standar Hak atas Tanah (Land Rights Standard)
memberikan kiat dan praktik terbaik yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk mengakui dan
menghormati hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal atas tanah dan sumber daya dalam
restorasi lanskap, pengelolaan, konservasi, aksi iklim, serta proyek dan program pembangunan.
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Pendahuluan

Lebih dari satu miliar orang tinggal di kawasan penting bagi konservasi keanekaragaman
hayati di seluruh Asia (Tabel 1).3® Seratus lima puluh juta orang saat ini tinggal di dalam
kawasan perlindungan formal, sementara 859,2 juta orang lagi tinggal di kawasan
keanekaragaman hayati yang tidak dilindungi secara formal dengan luas mencakup 23,8 persen
dari benua Asia. Bersama-sama, ruang keanekaragaman hayati ini mencakup lebih dari 37
persen dari kawasan Asia dan kemungkinan akan ditargetkan untuk memenuhi tujuan
lingkungan global.

Laporan ini mengeksplorasi modalitas konservasi modern di Asia dan implikasinya pada jutaan
orang yang tinggal di dalam, menjaga, dan mengatur bentang alam yang kini berusaha
dilindungi oleh dunia. Kami mempertanyakan dasar sejarah, etika, dan ilmiah dari strategi
konservasi modern tersebut. Tujuan kami adalah untuk mendukung komunitas
internasional dalam memenuhi komitmen lingkungannya dengan menghormati dan
mengindahkan kepemimpinan Masyarakat Adat dan komunitas lokal dalam agenda
konservasi global. Bergerak melampaui retorika dan menerapkan pendekatan berbasis hak
asasi manusia (HAM) menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung integrasi pandangan
dunia yang beragam dalam agenda konservasi.

Beberapa hambatan utama saat ini bagi tindakan konservasi yang efektif di Asia adalah:
(1) kurangnya sistem kepemilikan tanah secara adat atau yang berkepastian; (2) kurangnya
pengakuan terhadap Masyarakat Adat sebagai kelompok yang berbeda dengan keberagaman
identitas mereka; (3) model konservasi yang mengeksklusikan sistem tata kelola tradisional,
pengetahuan, penatagunaan, dan praktik-praktik berkelanjutan dari Masyarakat Adat dan
komunitas lokal karena lebih mendukung model konservasi Barat; (4) persepsi bias dan kolonial
tentang Masyarakat Adat dan komunitas lokal sebagai aktor eksternal dalam konservasi
ketimbang sebagai pemimpin agenda konservasi berbasis hak mereka sendiri di wilayah adat
mereka sendiri; (5) kurangnya kemauan politik untuk melaksanakan reformasi kelembagaan
adat; dan (6) kurangnya pendanaan untuk organisasi masyarakat adat dan komunitas lokal yang
melakukan pekerjaan penting untuk menjamin hak atas wilayah (tenurial), mengadvokasi
reformasi, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan adanya perubahan transformatif.

Hak asasi manusia bersifat luas, terwujud secara berbeda-beda (internasional, nasional, dan
adat), dan diakui serta dilaksanakan sesuai dengan perangkat legislatif yang ada pada tingkat
nasional. Dalam laporan ini, para rekan penulis dari berbagai Negara menekankan hak
menentukan nasib sendiri dan tata kelola sendiri pada pendekatan berbasis HAM terhadap
konservasi. Kami juga menekankan bahwa kepastian hukum terhadap hak atas wilayah yang
sesuai dengan budaya merupakan prasyarat untuk menjamin penghormatan hak asasi manusia
(HAM) tersebut.® Dasar analisis ini berasal dari tiga laporan oleh Rights and Resources Initiative
(RRI) yang menganalisis perkiraan luas wilayah kelola masyarakat adat dan komunitas lokal di
Asia;*° implikasi konservasi spasial terhadap hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal;*'
dan peluang berinvestasi dalam proyek skala besar, menengah, atau kecil untuk memajukan hak
masyarakat atas wilayahnya (tenurial) di negara-negara tertentu.*? Laporan ini mencontohkan
berbagai kasus dari kawasan Asia.
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Tabel 1: Masyarakat dan Keanekaragaman Hayati di Kawasan Asia

Tanah yang dianggap sangat penting bagi konservasi memiliki penghuni. Masyarakat yang mendiami ruang-ruang ini mewakili lebih dari sekadar nilai numerik
populasi. Dengan sifat kolektif, masyarakat dan komunitas ini memiliki lembaga dan sistem tata kelola yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan hubungan
harmonis dengan alam. Bentuk konservasi yang eksklusif atau tidak mempertimbangkan peran masyarakat dapat merusak kesejahteraan dan hasil konservasi itu
sendiri, jika gagal mengenali atau mengakui berbagai praktik dan strategi tata kelola yang telah diberlakukan oleh masyarakat di wilayahnya. Untuk mengeksplorasi
metodologi analisis ini, silakan merujuk ke publikasi RRI berjudul ‘Konservasi Berbasis Hak: Jalur untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan budaya dj
Bumi?' (2020).

LEWELED Masyaraka Masyarakat di Masyarakat di
Cakupan Cakupan LEWELET)] Masyarakat :
keanekaraga : tdi Kawasan Kawasan
Luas kawasan kawasan keanekaragaman ) ) di kawasan
) ) ) ) man hayati Populasi ) kawasan keanekaragama | keanekaragaman
Negara negara perlindunga perlindung hayati yang tidak i k perlindunga X : : :
: - : yang tidak (juta) perlindung n hayati yang hayati yang tidak

(juta Ha) n an dilindungi . X n . " . - :

(juta Ha) (%) (juta Ha) dilindungi (juta) an tidak dilindungi dilindungi
(%) (%) (juta) (%)
Afghanistan 64.6 0.13 0.2 13.213 20.5 29.3 0.019 0.1 6.8 23.2
Bangladesh 14 0.571 4.1 2.894 20.7 180.2 0.803 0.4 26.9 14.9
Bhutan 3.9 1.923 49.4 0.706 18.2 0.8 0.059 7.1 0.3 37.2
Brunei 0.6 0.248 42.6 0.142 24.4 0.5 0.022 4.1 0.2 36.9
Kamboja 18.2 4.724 25.9 4.493 24.6 19.8 0.722 3.6 4.8 24.4
Tiongkok 943.9 160.709 17.0 194.746 20.6 1,466.2 74.132 5.1 238.7 16.3
India 316.7 18.168 5.7 60.393 19.1 1,468.2 30.894 2.1 241.2 16.4
Indonesia 190.3 22.573 11.9 67.562 35.5 318.2 2.903 0.9 94.3 29.7
Jepang 37.3 10.501 28.1 5.214 14.0 124.5 19.612 15.8 6.7 5.4
Laos 23.1 3.864 16.7 7.746 33.5 8.6 0.249 2.9 3.2 36.8
Malaysia 33.2 6.034 18.2 14.517 43.8 38.7 1.687 4.4 9.7 25.1
Mongolia 156.6 27.667 17.7 23.084 14.7 2.5 0.086 3.4 0.2 6.6
Myanmar 67.3 4.249 6.3 20.506 30.5 63.5 0.396 0.6 18.5 29.1
Nepal 14.8 3.494 23.6 3.935 26.5 32.5 1.765 5.4 9.6 29.7
Pakistan 87.7 9.698 111 13.284 15.1 220.5 9.809 4.4 37 16.8
Papua New Guinea 46.7 1.707 3.7 24.395 52.3 8.2 0.119 1.5 5.3 65.0
Filipina 29.8 4.452 15.0 14.229 47.8 124 4.628 3.7 45.6 36.7
Sri Lanka 6.6 1.991 30.0 3.081 46.5 27.2 1.235 4.5 14.6 53.6
Thailand 51.7 9.669 18.7 16.31 31.5 81.8 1.125 1.4 42 51.3
Timor-Leste 1.5 0.234 15.6 0.589 39.2 1.6 0.073 4.7 0.7 42.2
Vietnam 33.1 2.456 7.4 17.875 54.0 114.2 1.516 13 51.9 45.5
Total Regional 2,141.7 295.1 13.8 508.9 23.8 4,338.3 151.9 3.5 859.2 19.8

11 RIGHTS + RESOURCES INITIATIVE


https://doi.org/10.53892/ZIKJ2998
https://doi.org/10.53892/ZIKJ2998

Laporan ini memiliki enam bagian. Bagian 1 berfokus pada target multilateral global, target
konservasi dan restorasi spasial, dan orang-orang yang tinggal di dalam ruang tersebut. Bagian 2
mengeksplorasi realitas di lapangan, kesenjangan saat ini dalam pengakuan hak penguasaan
wilayah (tenurial), hambatan, peluang, dan kurangnya pendanaan. Bagian 3 menyoroti
kepemimpinan Masyarakat Adat dan komunitas lokal, strategi mereka untuk menghasilkan
perubahan, kisah sukses dari lapangan, dan ancaman saat ini yang menghadang mereka. Bagian
4 mengulas paradigma, konflik, biaya, dan implikasi konservasi saat ini di Asia. Bagian 5
mengulas beberapa alat yang tersedia untuk melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan
komunitas lokal termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan kerangka
perlindungan internasional. Kesimpulan melihat implikasi ilmiah dan etika dari draf teks untuk
Global Biodiversity Framework (GBF) serta penyampaian rekomendasi dan prinsip panduan
untuk masa depan perdebatan ini di Asia.
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“Kami percaya bahwa jika kami merawat tanah kami, tanah kami akan menjaga kami. Kami
membawa kebijaksanaan dari masa lalu untuk masa kini dan masa depan generasi berikutnya.
Kami percaya pada roh-roh yang tak terlihat. Hal ini memungkinkan kami untuk menjaga
keseimbangan dengan alam dan ekosistem, dan mempengaruhi nilai-nilai kami. Ini semua
tentang hubungan dengan alam. Bukan soal nilai ekonomi, tapi soal spiritualitas dan
perkembangan budaya kami.”

Thingreiphi Lungharwo,
Anggota Masyarakat Adat Global untuk Keanekaragaman Hayati di bawah Global Environment
Fund Small Grants Programme dan anggota Naga Women Union, India
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Bagian 1: Tujuan Lingkungan Global dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

Setelah setahun tertunda karena COVID-19, Konferensi Para Pihak ke-15 (COP15) Konvensi PBB
tentang Keanekaragaman Hayati (CBD) akan diadakan secara tatap muka pada tahun 2022,
sebagai tindak lanjut dari konferensi daring tingkat tinggi yang berlangsung pada Oktober 2021.
Para pihak diharapkan untuk mengadopsi GBF dan menggembleng aksi lingkungan
transformatif selama tiga dekade ke depan. COP15 dan GBF diperkirakan akan berangkat dari
Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020 dengan kerangka kerja ambisius untuk
"hidup selaras dengan alam [di mana] pada tahun 2050, keanekaragaman hayati dihargai,
dilestarikan, dipulihkan, dan digunakan dengan bijak, menjaga jasa ekosistem, mempertahankan
planet yang sehat, dan memberikan manfaat penting bagi semua orang.”3

Draf pertama GBF pasca-2020 menggambarkan target dan pencapaian untuk tahun 2030 yang
akan memandu para pihak menuju tahun 2050. Delapan dari 21 Target Aksi 2030 berfokus pada
pengurangan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Target-target tersebut mencakup
berbagai isu termasuk spesies invasif, polusi, pemanfaatan, perdagangan dan penggunaan
spesies liar, manajemen konservasi, dan perencanaan tata ruang konservasi. GBF juga
mengusulkan target spasial berbasis persentase baik untuk inisiatif konservasi maupun
restorasi.

Kotak 1: Apa itu target spasial?

Dalam konteks perencanaan konservasi, target spasial menghitung dan menentukan
luasan wilayah yang dibutuhkan untuk mencapai tindakan atau kebijakan konservasi
yang diinginkan. Sebagian besar pemerintah di Asia Selatan dan Asia Tenggara
memiliki target spasial tutupan hutan berkisar antara 30-70 persen dari luas daratan
mereka, yang akan dicapai antara tahun 2020 dan 2036.#

Target spasial global mengidentifikasi wilayah darat atau laut yang harus dikonservasi
tanpa membahas bagaimana dan oleh siapa ruang tersebut harus dikonservasi.*
Keputusan ini dibuat oleh penguasa sesuai dengan undang-undang nasional.
Perlindungan keanekaragaman hayati dalam bentuk pengelolaan target spasial yang
dilindungi secara ketat dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi ekstraksi bahan
baku dengan cara yang merusak lingkungan di ekosistem lain yang tidak dilindungi.*®
Maka efektivitas, etika, dan biaya model konservasi berbasis target spasial ini
mendapat kritik.#’ Selanjutnya, model spasial sering mengabaikan bahwa wilayah
prioritas tinggi yang ditargetkan sebenarnya dihuni oleh banyak orang (lihat Tabel 1).

Target spasial India yang dipakai selama beberapa dekade untuk mencapai tutupan
hutan seluas 33 persen dari wilayahnya berasal dari praktik kehutanan kolonial.*
Praktik yang merugikan ini memaksakan penghutanan kembali di wilayah kelola
masyarakat yang belum mendapat kepastian hak, dengan penanaman tanaman
komersial untuk mengimbangi deforestasi di tempat lain.*

Target Keanekaragaman Hayati Aichi 2010, meskipui hanya sebagian tercapai pada tahun 2020,>°
termasuk target spasial (Target 11), yang berbunyi: “Setidaknya 17 persen daratan dan perairan
darat... dikonservasi melalui sistem kawasan perlindungan yang dikelola secara efektif dan adil,
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representatif secara ekologis, dan terhubung dengan baik, dan tindakan konservasi berbasis
kawasan efektif lainnya” pada tahun 2020 (lihat di bawah). Target 2 dan 3 dari draf pertama
GBF dapat dilihat sebagai perpanjangan dari upaya ini:

Draft Target 2
Memastikan bahwa setidaknya 20 persen dari ekosistem air tawar, laut, dan darat yang
mengalami degradasi berada dalam restorasi, terhubungnya ekosistem tersebut dan berfokus
pada ekosistem prioritas.

Draft Target 3
Memastikan bahwa setidaknya 30 persen dari wilayah daratan dan wilayah laut secara global,
khususnya wilayah yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan kontribusinya bagi
manusia, dilestarikan melalui sistem kawasan perlindungan yang dikelola secara efektif dan adll,
representatif secara ekologis, dan terhubung dengan baik, dan tindakan konservasi berbasis
kawasan efektif lainnya, yang terintegrasi ke dalam bentang darat dan bentang laut yang lebih
luas.

— Lihat draf pertama GBF.
— Ketahui lebih lanjut tentang kesetaraan dan hak asasi manusia di GBF.

Tindakan Konservasi Berbasis Area Efektif Lainnya (OECMs) dan Wilayah Adat, Kawasan
perlindungan Adat dan Kawasan Konservasi Komunitas (ICCAs)

OECM (Target 3 dalam draf pertama GBF) semakin dipopulerkan di Asia dan di seluruh dunia
tetapi sebagian besar negara belum cukup mendorongnya dalam strategi konservasi mereka.
Hanya ada lima EOCM yang terdaftar di Asia—semuanya di Filipina, dengan total hanya 40.000
hektar.> Sementara kategori kawasan perlindungan umumnya ditetapkan dengan baik,
diterima, dan diterapkan di sebagian besar negara, OECM tidak demikian karena tidak memiliki
kekhususan atau kategorisasi yang memenuhi syarat, sehingga cenderung tidak digunakan
untuk mencapai komitmen nasional atau untuk menunjang pengajuan pengakuan dari tingkat
komunitas.

Beberapa pihak menafsirkan Target 3 yang merujuk ke OECM memiliki arti bahwa ICCA dan
wilayah adat secara lebih luas dapat dan harus diakui secara bermakna. Meskipun ICCA sudah
diakui sebagai tindakan konservasi berdasarkan Keputusan 1X/18 dari COP9 yang diadakan di
Bonn, Jerman, pada tahun 2008, namun penghilangan rujukan eksplisit ke wilayah adat pada
Target 3 sangat disesalkan.

Manajemen atau tata kelola yang adil?

GBF dan strategi konservasi nasional menempatkan Masyarakat Adat dan komunitas lokal
sebagai penghalang atau sekedar pihak pelengkap dalam tindakan konservasi formal yang
diturunkan dari pusat, daripada sebagai pemimpin konservasi yang secara aktif terlibat dalam
melestarikan lebih dari 30 persen wilayah daratan Bumi. Artinya dalam model konservasi Barat,
keterlibatan dan partisipasi masyarakat hanya dalam bentuk tanggung jawab yang diberikan
oleh lembaga konservasi. Maka dibutuhkan pendekatan berbasis HAM untuk membalikan
sistem tersebut: seharusnya, para ilmuwan dan aktor konservasi Barat hanya dapat
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berpartisipasi dan diikutsertakan dalam tindakan konservasi apabila diperkenankan oleh
masyarakat, dan mereka dapat memberikan kontribusi dalam bentuk masukan teknis dan
analitis ketika dianjurkan dan hanya dengan persetujuan masyarakat. Tidak akan ada tata kelola
konservasi yang adil, jika para pihak yang menentukan siapa yang dapat berperan bukanlah
masyarakat pemegang hak tradisional atas wilayah bersangkutan.

Untuk mencapai bentuk-bentuk konservasi yang adil, diperlukan perubahan istilah untuk
mengganti frase manajemen yang adil—yang saat ini disajikan pada Target 3—dengan frase tata
kelola yang adil. Untuk implementasi dan pencapaian GBF serta targetnya, yang pertama dan
terpenting adalah soal tata kelola daripada manajemen.> Tata kelola yang adil membantu
memastikan siapa yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan agenda dan membuat
keputusan mengenai tindakan yang tepat, bagaimana keputusan ini dibuat, dalam wewenang
apa dan dengan tanggung jawab apa, serta siapa yang bertanggung jawab atas tindakan ini.>3
Sebaliknya, manajemen hanya mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan
yang diputuskan oleh pihak lain yang menetapkan agenda.

Pada tahun 2014, COP menetapkan tiga komponen keadilan: Pengakuan, Prosedur, dan
Distribusi.>* Pengakuan menyiratkan “pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan
keragaman identitas, nilai, sistem pengetahuan dan lembaga pemegang hak dan pemangku
kepentingan;” Prosedur memastikan “inklusivitas dalam pembuatan aturan dan pengambilan
keputusan;” dan akhirnya, Distribusi mengacu pada pembagian biaya dan manfaat.55 Keadilan
melampaui inklusi dan peka terhadap serangkaian dimensi sosial yang lebih luas seperti
marginalisasi historis serta kebutuhan dan hak berbagai kelompok social.

Hak asasi manusia (HAM) dan target konservasi

“Secara sederhana, pendekatan berbasis hak untuk konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan
pembagian maniaat berarti bahwa kebijakan, tata kelola, dan manajemen keanekaragaman
hayati tidak melanggar HAM dan bahwa mereka yang mengimplementasikan kebijakan tersebut
secara aktif mencari cara untuk mendukung dan memajukan HAM dalam rancangan dan
implementasi kebijakan mereka.">®

Pendekatan berbasis HAM terhadap konservasi bukanlah hal baru dan telah didorong selama
lebih dari seperempat abad dengan sedikit kemajuan kelembagaan.>” Masih ada kesenjangan
antara retorika dan realisasi praktik berbasis hak di lapangan.>® Meskipun draf teks GBF
mencakup perlunya pendekatan berbasis HAM untuk implementasi kerangka kerja,*® namun
tidak ada target terukur dalam rancangan kerangka kerjanya saat ini, yang akan memantau atau
memfasilitasi pengarusutamaan pendekatan berbasis HAM secara global. Faktanya, GBF gagal
memasukkan komitmen apa pun untuk menghormati atau melindungi HAM sebagaimana
ditetapkan dalam hukum internasional, dan malah mengacu pada hukum nasional.®°

Pendekatan berbasis HAM terhadap konservasi akan memerlukan uji tuntas dan kerangka
pemantauan yang menyertainya untuk membantu akuntabilitas dan pencapaian target HAM
yang terukur.®' Tidak adanya uji tuntas dan kerangka pemantauan akan menurunkan
Masyarakat Adat dan komunitas lokal dari posisinya sebagai pemilik dan pembuat keputusan
yang berhak menentukan nasib sendiri sebagaimana diakui oleh hukum internasional dan
menjadikan mereka sebagai agen konservasi eksternal tanpa otonomi atau wewenang untuk
menentukan tindakan apa yang diambil atau bentuk keputusan apa yang dibuat. Target 21
adalah target baru dalam draf pertama GBF yang sebagian mencoba untuk mengatasi
kekurangan ini:
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Target 21
Memastikan partisipasi yang adil dan efektif bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal dalam
pengambilan keputusan terkait keanekaragaman hayati, dan menghormati hak-hak mereka atas
tanah, wilayah dan sumber daya alam, serta partisipasi perempuan, anak perempuan, dan kaum
muda.

Target 21 adalah tambahan BGF yang penting dan disambut baik. Namun, integrasi dan
pengarusutamaan HAM di seluruh target dengan secara cukup mengacu pada praktik dan
wilayah adat masih perlu dipastikan. Dalam bentuknya saat ini, GBF berisiko melegitimasi
praktik-praktik konservasi nasional dan undang-undang yang mendukung pengelolaan terpusat,
sebagai kebalikan dari dukungan penuh terhadap kemandirian sistem tata kelola lokal melalui
pengakuan wewenang.®?

— Ketahui lebih lanjut tentang perubahan paradigma berbasis HAM yang dibutuhkan dalam
konservasi, dan apa yang perlu dilakukan GBF untuk memfasilitasi perubahan ini.

Restorasi ekosistem yang ambisius dan berskala luas

Target 2 GBF bertujuan untuk “memastikan bahwa setidaknya 20 persen dari... ekosistem
terestrial berada dalam restorasi.” Target ini menggaungkan seruan dari United Nations Decade
on Ecosystem Restoration (2021-2030).% Banyak target spasial untuk restorasi telah diusulkan
hingga saat ini, seperti target 350 juta hektar di bawah Tantangan Bonn (Bonn Challenge).
Kampanye lain berskala lokal hingga global telah muncul, seperti Kampanye Triliunan Pohon
(Trillion Trees Campaign) oleh Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum). Di Asia, India
terus memecahkan rekor dunia penanaman pohon massal dari tahun ke tahun, sebuah agenda
yang menyatukan pemerintah, masyarakat sipil, dan para pemimpin spiritual.

Terlepas dari komitmen internasional dan nasional untuk restorasi holistik yang
menyeimbangkan dampak sosial dan ekologi, upaya restorasi hutan umumnya digunakan untuk
memperluas penanaman tanaman komersial dengan keanekaragaman hayati dan ketahanan
yang sama rendahnya, dengan hasil yang merugikan. Misalnya, penanaman pohon komersial
dikaitkan dengan dampak sosial-ekonomi negatif, yang secara global dilaporkan dalam jumlah
tertinggi terjadi di Asia Tenggara.®* Penanaman pohon komersial sering mendapat perlawanan
massal dari masyarakat terdampak ¢ sedangkan tingkat penangkapan karbonnya lebih
rendah.®® Pendekatan restorasi hutan sering kali kurang peka terhadap masalah tenurial,
meskipun kawasan restorasi masih dihuni.®” Contoh, World Resources Institute memperkirakan
bahwa di Asia, dua pertiga dari 485 juta Ha yang cocok untuk restorasi berada di kawasan
dengan penduduk lebih dari 10 orang per kilometer persegi.®® Menurut penelitian terbaru,
sebanyak 269 juta orang tinggal di lahan seluas 485 juta Ha di Asia yang bernilai tinggi untuk
restorasi, sehingga mereka bisa terdampak oleh upaya restorasi yang berskala luas dan yang
diimplementasi dari atas ke bawah.° Saat ini tidak ada konsensus global tentang bagaimana
restorasi harus ditetapkan atau apa yang akan direstorasi, sejauh mana, di mana, bagaimana,
dan oleh siapa.

— Ketahui lebih lanjut tentang tuntutan masyarakat sipil untuk restorasi berbasis hak.
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Mendanai aksi hijau dalam skala besar

Total kumulatif USD $8,1 triliun dan investasi tahunan sebesar USD $536 miliar sekiranya
diperlukan di masa depan jika dunia ingin memenuhi target perubahan iklim, keanekaragaman
hayati, dan restorasi ekosistem.”® Alih-alih menggalang sumber keuangan dengan secara
langsung mengenakan pajak atau membebani lahan, sumber daya, dan kegiatan yang bersifat
intensif karbon, aktor global utama—termasuk banyak LSM lingkungan—telah mendorong solusi
berbasis pasar berdasarkan finansialisasi alam. Artinya, aset keuangan dipertukarkan sehingga
kerusakan lingkungan di satu area di planet ini dapat dikompensasikan melalui penggantian
kerugian di area lain yang dianggap setara. Ini merupakan dasar dari komitmen nol bersih (net
zero commitments) dan pasar karbon yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu dan
tumbuh dengan luar biasa.”

Banyak negara sekarang siap untuk menerapkan program nasional untuk mengurangi emisi dari
deforestasi dan degradasi hutan (REDD+),”? serta pengurangan emisi berbasis lahan lainnya,
perjanjian bilateral, atau skema pembayaran berbasis hasil.”> Dengan adanya berbagai inisiatif
ini, semakin dikhawatirkan bahwa alam dapat menjadi komoditas yang diberikan nilai dalam
bentuk modal yang dapat diperdagangkan melalui skema berbasis pasar, sistem penggantian
(offset), dan mekanisme kompensasi.”* Modalitas pendanaan karbon akan terungkap di tingkat
nasional, tergantung pada sistem hukum dan badan pengelola masing-masing negara. Yang
perlu dipertanyakan adalah kendali atas pengambilan keputusan dan pembagian manfaat
terkait pendanaan iklim, dan bagaimana kurangnya pengakuan hak masyarakat kemungkinan
akan melancarkan perampasan tanah dan pembajakan wilayah kelola masyarakat oleh para elit
untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya (elite capture) (Kotak 2).”> Di masa lalu, inisiatif
pendanaan iklim seperti REDD+ terbatas keberhasilannya dalam mengatasi penyebab
deforestasi dan telah menyebabkan konflik sosial 7 dan pelanggaran HAM.”” Selain itu, masih
diragukan apakah kesepakatan antar negara akan dihormati. Baru-baru saja, pemerintah
Indonesia mengakhiri perjanjian REDD+ tahun 2010 senilai USD $1 miliar dengan Norwegia’®
karena kegagalan Norwegia untuk memberikan pembayaran atas emisi karbon dioksida yang
dihindari dan diverifikasi secara internasional terkait penurunan tingkat deforestasi, serta
persyaratan yang tidak masuk akal, sebagaimana yang dirasakan oleh pemerintah Indonesia.

Kotak 2. Pembajakan Elit (£/ite Capture) terhadap Wilayah Adat di Kalimantan

Menurut Mongabay, pada Oktober 2021, sebuah perusahaan Singapura, Hoch Standard
Pte. Ltd., dan konsultan manajemen Australia, Tierra Australia, menandatangani
perjanjian konservasi alam dengan pihak berwenang di negara bagian Sabah, Malaysia.
Kesepakatan ini memberi Hoch Standard Pte. Ltd hak untuk menjual kredit karbon dan
jasa ekosistem yang terkandung dalam lebih dari 2 juta Ha lahan hutan selama setidaknya
100 tahun.”® Kesepakatan itu mengejutkan Masyarakat Adat negara bagian tersebut dan
sekutu mereka yang tidak dilibatkan dalam negosiasi.?° Bagian dari berbagai wilayah adat
terdampak oleh kesepakatan ini yang didasari oleh klasifikasi wilayah tersebut sebagai
Kelas | (dilindungi sepenuhnya). Saat ini, Hoch Standard Pte. Ltd., Tierra Australia dan
mitranya akan menerima 30 persen dari pendapatan modal alam yang dijual selama dua
abad.?! Sisa 70 persen akan diberikan kepada pemerintah negara bagian Sabah.
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Sepuluh organisasi konservasi masyarakat adat dan komunitas lokal mengangkat
serangkaian masalah, termasuk: 1) tidak adanya persetujuan dan partisipasi
Masyarakat Adat dan komunitas lokal sebagaimana disyaratkan dalam hukum
internasional; dan 2) tidak adanya mekanisme pembagian manfaat yang adil bagi
pemegang hak adat dan masyarakat yang secara historis menjaga dan memelihara
kawasan keanekaragaman hayati yang menjadi target kesepakatan.®? Artinya legalitas
kesepakatan ini yang menunjukkan pola neokolonial patut dipertanyakan.®® Dengan
mengabaikan hukum HAM internasional dan hak-hak Masyarakat Adat, kesepakatan
tersebut juga mengabaikan kontribusi Masyarakat Adat secara turun-menurun pada
agenda keanekaragaman hayati dan perubahan iklim serta peran mereka sebagai
pemimpin konservasi yang mampu membuat keputusan yang ditentukan sendiri.
Kelalaian ini menandakan bagaimana

pembentukan kawasan perlindungan secara formal di masa depan dapat melemahkan
hak-hak dasar Masyarakat Adat menyangkut kesepakatan atas sumber daya alam yang
terkandung di wilayah mereka. Di Kalimantan, negara bagian menerapkan prosedur
yang menyerupai persetujuan selama pengukuhan kawasan perlindungan sehingga
semua persyaratan persetujuan di masa mendatang dianggap tidak perlu.84

Kemarahan publik dapat menggagalkan kesepakatan ini. Hal ini lebih lanjut menyoroti
kebutuhan untuk menghormati dan menegakkan kewajiban HAM internasional
mengenai Masyarakat Adat dan wilayah mereka.

— Ketahui lebih lanjut tentang kesepakatan tersebut dan reaksi dari pemimpin
masyarakat adat.

Tanah dan wilayah Masyarakat Adat dan komunitas lokal tumpang tindih dengan cadangan
karbon penting,® tetapi hak atas karbon tidak diakui di negara manapun di seluruh Asia. Hanya
tiga negara yang memiliki ketentuan hukum, meskipun ambigu, yang dapat mengarah pada
pengalihan hak atas karbon kepada Masyarakat Adat dan komunitas lokal (Laos, Nepal, dan
Vietnam).8¢ Mengakui hak penguasaan wilayah (tenurial) dan mendukung konservasi yang
dipimpin masyarakat akan sangat efektif dalam menghindari emisi karbon®’ dan juga dapat
mendukung penilaian alam berbasis non-pasar atau spiritual lokal sesuai dengan visi
Masyarakat Adat dan komunitas lokal.® Ketidakpastian hak tenurial masyarakat secara global,
ditambah industri komoditas karbon, menimbulkan kekhawatiran bahwa “solusi” pendanaan
iklim dapat mendorong neokolonialisme, teritorialisasi negara, dan kebijakan keamanan agresif
yang bertujuan untuk mengamankan keuntungan hasil aksi iklim, dan akan memperparah
ketidaksetaraan dan ketidakamanan bagi masyarakat yang terdampak.®

Narasi konservasi saat ini mempromosikan Solusi Berbasis Alam (Nature-based Solutions - NbS),
atau “pengelolaan dan pemanfaatan alam yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan sosial-
lingkungan.” Masyarakat Adat di Asia telah mencoba untuk merebut kembali retorika NbS,
menegaskan bahwa mereka merupakan aktor kunci dalam solusi ini. Sementara itu, pendekatan
berbasis HAM untuk konservasi sedang dimanfaatkan oleh organisasi konservasi®® yang
mendorong pendekatan partisipatif dalam pengelolaan/ manajemen konservasi alih-alih
menyerahkan kendali dan tata kelola suatu wilayah kepada masyarakat melalui pengakuan
haknya.” Tren ini muncul ketika “lembaga donor mulai beralih dari konservasi keanekaragaman
hayati demi mendanai upaya pengentasan kemiskinan.”? Misalnya, Conservation Initiative on
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Human Rights adalah konsorsium dari delapan organisasi konservasi internasional 2 yang
mendorong pendekatan berbasis hak sebagai strategi untuk membangun kemitraan dengan
lembaga donor. Sebagai mediator pendanaan konservasi keanekaragaman hayati, belum jelas
hak mana yang akan diprioritaskan oleh konsorsium ini jika memang pendekatan berbasis HAM
didorong dalam narasi konservasi dan mobilisasi sumber daya.

— Ketahui lebih lanjut tentang pendanaan iklim dan hak atas karbon dalam laporan RRI 2021.

Bagian 2: Hak Penguasaan Wilayah (Tenurial) Masyarakat Adat dan
Komunitas Lokal di Asia

Perjanjian multilateral, seperti GBF, bertujuan untuk diimplementasikan pada skala lokal dan
nasional. Akibatnya, implementasi akan sangat bergantung pada struktur hukum yang ada,
sistem peradilan, dan instansi penegak hukum dari setiap negara. Di banyak negara, masyarakat
tidak memiliki kepastian hak tenurial atas wilayah adat mereka di mana bentuk konservasi
eksternal dapat dilaksanakan. Masyarakat Adat dan komunitas lokal telah melakukan advokasi
sendiri selama beberapa dekade bahwa wilayah ini juga merupakan ruang hidup bagi komunitas
yang memiliki tata kelola sumber daya alam yang tidak dapat diabaikan.

Bagian ini merupakan tinjauan umum tentang kesenjangan dalam pengakuan hak masyarakat
atas wilayah kelolanya (tenurial) di beberapa negara Asia, hambatan, kerangka hukum dan
peluang yang ada, dan kurangnya dana yang dapat diakses oleh organisasi-organisasi
Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Bagian ini harus dilihat sehubungan dengan Bagian 3,
yang menyoroti kepemimpinan Masyarakat Adat dan komunitas lokal dalam melestarikan
keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup secara lebih luas.

Kesenjangan Pengakuan Hak Masyarakat atas Tanah (Tenurial)

Konteks perdebatan konservasi ditandai oleh kurangnya pengakuan hak penguasaan wilayah
kelola masyarakat (tenurial) secara sistemik yang mungkin dianggap sebagai lokasi prioritas
untuk mencapai target keanekaragaman hayati. Ada kesenjangan pengakuan hak tenurial yang
jelas di Asia. Masyarakat Adat dan komunitas lokal secara adat memiliki dan menguasai hampir
40 persen wilayah Asia.?* Ketika data dari Tiongkok dikecualikan, hanya 1.8 persen wilayah Asia -
atau 8.7 persen dari seluruh wilayah kelola Masyarakat Adat dan komunitas lokal di Asia - yang
diakui secara hukum (lihat Tabel 2).%°

Mengakui hak tenurial masyarakat merupakan langkah penting dalam mendekolonisasi tata
kelola tanah dan membangun kondisi yang memungkinkan untuk penatagunaan hutan dan
wilayah yang efektif.?® Reforma penguasaan wilayah (tenurial) yang efektif dapat memfasilitasi
devolusi atau pengakuan penguasaan wilayah dari negara kepada Masyarakat Adat dan
komunitas lokal serta individu-individu di dalamnya, dengan mengakui hak atas wilayah adat
dan keragaman strategi penggunaan tanah. Pengalihan penuh penguasaan wilayah melibatkan
pengakuan penuh serangkaian hak-hak—akses, pemanfaatan, pengelolaan, pengecualian,
proses hukum, dan kompensasi— tanpa batas waktu.”’

Di sembilan negara Asia Selatan dan Asia Tenggara saja, luas wilayah adat dan komunitas yang
belum diakui kira-kira mencapai 140.3 juta Ha.’® Angka ini menggambarkan area yang lebih luas
dari gabungan luas wilayah Kamboja, Thailand, Laos, dan Filipina.*® Di Timor-Leste, tanah
Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang tidak diakui meluas hingga 88,2 persen dari luas
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negara. Baik di Nepal dan Myanmar, lebih dari 30 persen dari luas negara masih tidak diakui
sebagai lahan yang dikelola secara adat. Di India, Indonesia, dan Laos, lebih dari 20 persen
wilayah daratan masih tidak diakui sementara di Filipina, 14,4 persen dari luas negara masih
tidak diakui.'® Perkiraan area-area ini kemungkinan besar di bawah angka yang sebenarnya.

Tabel 2: Perkiraan wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal yang diakui dan tidak
diakui di Asia

Area di mana hak tenurial A G L] fotal
. Masyarakat Adat atau persentase
Masyarakat Adat atau komunitas . . .. wilayah yang
Total luas .. komunitas lokal tidak diakui
lokal diakui secara hukum dimiliki oleh
negara secara hukum
. Masyarakat
(juta Ha)0t
Adat atau
Persentase dari luas Luas (Ha) Persentase dari luas komunitas
negara (%) negara (%) lokal (%)
Kamboja 17.7 0.6103 3.3 0.3104 1.9 5.3
Tiongkok 942.5 465.7105 49.4 3.7106 0.4 49.8
India 297.3 e 0.4 62.5108 21.0 21.4
Indonesia 181.2 4.46109 2.5 40.0110 22.1 24.5
Irak 434 0.0 0.0 2.0t 4.6 4.6
Laos 23.1 0.0112 0.1 5113 21.7 21.8
Myanmar 65.3 0.2114 0.2 20.7115 31.7 31.9
Nepal 14.3 2.1116 14.4 4,617 32.3 46.7
Filipina 29.8 6.4 213 4l ZE 14.4 35.8
Thailand 51.1 0.5 0.9 1.6119 3.1 4.1
Timor-Leste 1.5 0.0 0.0 1.3120 88.2 88.2
Total Regional 1667.2 481.06 28.9 146 8.76 37.61

Hambatan Pengakuan Hak atas Tanah (Tenurial)

Walaupun jaminan hak di atas kertas itu sendiri merupakan pencapaian, pengakuan hukum
tidak menunjukkan bahwa sistem penguasaan tanah ini aman, tidak dapat dicabut, diakui dalam
bentuk yang sesuai budaya, atau ditegakkan oleh pemerintah. Sistem penguasaan tanah
(tenurial) nasional dapat mendukung hak perorangan daripada hak kolektif, lembaga
pemerintah dapat memprioritaskan sertifikasi hak kepemilikan perorangan di atas kepemilikan
kolektif, atau bahkan dapat membalikkan hak kolektif menjadi hak perorangan untuk
memudahkan perampasan tanah.’?' Sering kali ada kendala keuangan dan teknis dalam
menavigasi proses birokrasi yang panjang untuk mendapatkan kepemilikan penuh.

Hak di atas kertas juga bisa ditumbangkan. Misalnya, banyak konflik lahan aforestasi yang
terdokumentasi di India terkait dengan pelanggaran hak pasca pengakuan,'?? termasuk laporan
meresahkan tentang penanaman paksa di atas tanah pemegang hak di Telangana dan Odisha
selama karantina wilayah COVID-19 2020 di India."> Norma patriarki juga dapat mempengaruhi
atau menumbangkan hak. Di 90 negara di seluruh dunia, perempuan tidak memiliki akses
kepemilikan tanah yang sama seperti laki-laki.’?* Lebih jauh lagi, pengakuan hak-hak perempuan
atas tanah dan sumber daya tidak selalu diterjemahkan ke dalam wewenang pengambilan
keputusan atau penyertaan dalam tata kelola.'
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Kotak 3. Proses Pengakuan Hak Tanah Komunitas yang lambat di Kamboja (CIPA dan
AIPP)

Undang-undang Kehutanan Pemerintah Kerajaan Kamboja 2002 dan Undang-Undang
Pertanahan 2001 mengakui penggunaan tanah tradisional Masyarakat Adat dan
menyediakan jalan untuk memperoleh kepemilikan tanah melalui sertifikat tanah hak milik
masyarakat (Community Land Titles - CLT)."® Menurut beberapa organisasi Masyarakat
Adat, ada lebih dari 600 komunitas adat Kamboja yang memenuhi syarat untuk CLT.
Tetapi, hanya 34 komunitas adat yang berhasil memperoleh CLT sampai saat ini. CLT
adalah proses rumit, mahal, dan panjang yang melibatkan pembentukan komisi
masyarakat adat untuk merumuskan peraturan masyarakat, menjadi badan hukum, dan
melewati lima kementerian sebelum disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Kementerian-kementerian ini tidak terkoordinasi secara efisien di antara mereka
sendiri.’?” Kementerian Lingkungan Hidup memiliki persetujuan akhir atas hak CLT dan
ketika permohonan CLT ini tumpang tindih dengan kawasan perlindungan atau kawasan
keanekaragaman hayati yang penting, sering terjadi perebutan. Selain itu, konsesi lahan
ekonomi dari perusahaan agroindustri atau pertambangan telah gagal memenuhi
persyaratan FPIC, yang menyebabkan penggusuran warga secara paksa dari wilayah
mereka bahkan sebelum mereka dapat secara resmi mengajukan klaim wilayah mereka.'?®

Peluang Pengakuan Hak atas Tanah (Tenurial)

RRI mencatat 26 rezim penguasaan tanah berbasis masyarakat (CBTRs)'?° di sepuluh negara Asia
yang berhutan lebat (Kamboja, Tiongkok, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Nepal,
Papua New Guinea, Thailand, dan Vietnam).’>® Enam dari 26 CBTR yang dianalisis
menyediakan jalur hukum bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal untuk mendapatkan
kepemilikan penuh atas lahan hutan, sementara 20 CBTR lainnya hanya sebatas penunjukan
wilayah untuk Masyarakat Adat dan komunitas lokal (18) atau mempertahankan pengelolaan
oleh pemerintah (2). Hanya 11 dari 26 CBTR yang mengakui hak tenurial masyarakat untuk
jangka waktu yang tidak terbatas, dalam sepuluh CBRT hak dapat diperbarui atau diperpanjang,
dan sisanya memberikan jangka waktu hak yang terbatas. Dalam 17 dari 26 CBTR, masyarakat
memiliki hak untuk melarang pihak lain menggunakan sumber daya hutan mereka.'®! Yang
penting, masih dibutuhkan upaya besar untuk memastikan implementasi penuh dari kerangka
hukum ini dan mewujudkan hak-hak yang diakui dalam praktik. Meskipun hak pengelolaan
masyarakat diakui dalam 21 dari 26 CBTR,'*? hanya 6 dari CBTR ini yang secara khusus mengakui
hak-hak perempuan termasuk hak suara atau hak mengambil tindakan yang setara dalam
badan-badan tata kelola masyarakat, dan 5 CBTR mensyaratkan kuota atau kuorum perempuan
hadir dalam badan-badan kepemimpinan eksekutif masyarakat adat untuk mengambil tindakan
yang mengikat, di mana hal ini menunjukkan perlunya reformasi yang peka gender.'3

Pada tahun 2020 dan 2021, RRI menerbitkan laporan Opportunity Framework dan dokumen
pelengkapnya’* di mana RRI menilai potensi transformatif dan peluang yang ada di setiap
Negara. Untuk itu, dipertimbangkan kerangka hukum dan peraturan negara, kemauan politik
dan lingkungan, kemauan pemerintah daerah untuk bertindak, kapasitas operasional di semua
lapisan pemerintahan (nasional/sub-nasional), kapasitas operasional dalam organisasi
pemegang hak serta bentuk dukungan keuangan yang memadai dan sesuai (Tabel 3). Dari
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analisis ini, kondisi dianggap cukup mendukung di dua negara yaitu India dan Nepal.'3
Kamboja, Tiongkok, dan Indonesia juga memiliki undang-undang nasional yang dapat
memfasilitasi pengakuan wilayah kelola masyarakat dalam skala luas, jika kemauan politik dan
kapasitas pemerintah untuk melaksanakannya terwujud."®

Mewujudkan Pengakuan Hak atas Tanah (Tenurial)

Dibandingkan dengan perkiraan United Nation's Development Programme (UNDP) sebesar USD
$8,1 triliun untuk transformasi global, hanya USD $8 miliar yang dibutuhkan bagi pengakuan hak
masyarakat atas tanah dan wilayah (tenurial) di 24 negara dengan kondisi yang mendukung
implementasi proyek skala besar dan menengah di seluruh dunia.’’ Perkiraan ini termasuk
biaya pemetaan, penetapan batas, dan sertifikasi tanah dan wilayah masyarakat adat dan
komunitas lokal. Tiga dari 10 negara yang siap dengan kondisi yang cukup baik untuk proyek
skala nasional di Asia adalah India, Indonesia, dan Nepal.'*® Rata-rata diperlukan biaya sebesar
USD $535 juta untuk memetakan, menentukan batas, dan mensertifikasi tanah masyarakat adat
dan komunitas lokal di tiga negara ini.'®°

Sebaliknya, sejak tahun 2008, USD $4 miliar telah dijanjikan untuk dana iklim multilateral guna
membiayai REDD+.7% Satu persen dari Bantuan Pembangunan Resmi (Official Development
Assistance - ODA) untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari 2011-2020 diarahkan untuk
pengakuan hak tenurial secara global, yaitu rata-rata USD $27 juta per tahun. Hingga saat ini,
hanya USD $2,7 miliar yang telah dicairkan untuk memajukan hak tenurial dan pengelolaan
hutan Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Dari jumlah tersebut, hanya 11 persen (3 persen
dari apa yang dibutuhkan) dialokasikan untuk memajukan pengakuan hak masyarakat atas
wilayah kelolanya di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah (Global
South), terutama di Amerika Latin, Asia, dan Afrika.’" Asia menerima paling sedikit dana untuk
mendukung pengakuan hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal atas tanah dan wilayahnya,
termasuk pengelolaan hutan di dalamnya.'#?

Mendanai pendekatan berbasis HAM terhadap konservasi akan membutuhkan pendistribusian
kembali dana untuk konservasi dan pengakuan hak tenurial masyarakat saat ini kepada
organisasi pemegang hak di lapangan. Dana ini akan mendukung pengakuan tanah adat dan
tradisional, melindungi dan memantau hak, serta membangun kapasitas teknis masyarakat dan
organisasi pemegang hak di berbagai tingkat (kabupaten, provinsi, nasional, dan regional).
Secara praktis, pendekatan berbasis HAM juga membutuhkan kemitraan yang tulus dengan
Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Namun, tinjauan ODA menunjukkan bahwa kurang dari
20% proyek mencantumkan nama organisasi masyarakat adat atau komunitas lokal.

Tabel 3: Peluang Berinvestasi dalam Menjamin Hak Penguasaan Kolektif di Kawasan
Hutan

Tabel ini meninjau (secara terbatas) peluang dan hambatan untuk memajukan hak penguasaan Masyarakat
Adat dan komunitas lokal berdasarkan undang-undang atau reforma yang ada di berbagai negara. Selain
tinjauan kerangka hukum nasional, penilaian kondisi pemungkin yang dijpakai dalam Opportunity
Framework juga dijpertimbangkan, yaitu kemauan pemerintah nasional dan subnasional, kapasitas
pemerintah, dan kapasitas pemegang hak serta organisasi masyarakat sipil.
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Tingkat kesiapan Sorotan pada hukum dan konteks utama

UU Hak Hutan India tahun 2006 memberikan kerangka hukum untuk secara
drastis meningkatkan pengakuan hak atas hutan di India. Dengan perangkat
legislatif ini, dan dukungan yang semakin besar dari kementerian-kementerian
utama seperti Kementerian Urusan Kesukuan dan Kementerian Lingkungan
India Hidup dan Hutan serta negara-negara bagian yang berpotensi besar seperti
Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, dan Jharkhand, pendanaan strategis
harus fokus pada peningkatan kapasitas teknis LSM lokal dan kemampuan
mereka untuk membentuk aliansi otonom dengan pihak pemerintah daerah
yang mendukung.
Di Nepal, UU Kehutanan tahun 2019, UU Perlindungan Lingkungan Hidup
tahun 2019, Amandemen ke-5 UU Taman Nasional dan Konservasi Satwa Liar
(1973) tahun 2017, dan UU Operasi Pemerintah Daerah tahun 2017 mengatur
kerangka hukum, seperti Hutan Kemasyarakatan, yang mengakui hak
masyarakat atas hutan dan memungkinkan gerakan berkelanjutan menuju
Nepal kepemimpinan konservasi dan kemampuan organisasi pemegang hak untuk
menghasilkan pembaruan hukum yang sesuai budaya. Namun, hukum
nasional tidak mengakui hak wilayah Masyarakat Adat. Organisasi Masyarakat
Adat dan komunitas lokal bekerja untuk membangun kesadaran dan
keterlibatan masyarakat dalam mereformasi undang-undang melalui
pemerintahan tiga tingkat Nepal.
Di Kamboja, keputusan akhir untuk mengakui hak terletak pada pejabat
pemerintah yang sering kali tidak mengakui sepenuhnya tanah yang dikelola
dan dimiliki secara adat.’*® Tanpa diajak berkonsultasi, Masyarakat Adat
diikutsertakan dalam mekanisme pendaftaran tanah komunal pada tahun
2005 yang diharapkan akan menetapkan hak atas tanah adat mereka. Karena
Kamboja kurangnya komitmen dari pemerintah, proses pendaftaran tanah ulayat sangat
lambat.'** Beberapa masyarakat adat enggan melanjutkan permohonan
sertifikat tanah karena prosesnya yang panjang dan mahal. Perwakilan
pemerintah provinsi juga telah mendorong bentuk kepemilikan perorangan
sebagai kebalikan dari kepemilikan kolektif yang membuat masyarakat rentan
terhadap kekuatan eksternal lebih mudah tertekan untuk menjual tanah.
Tiongkok mencakup hampir seperempat (24 persen) dari tanah dunia yang
secara resmi diakui dimiliki atau dikelola oleh masyarakat. Pada tahun 1950-
an, Tiongkok mengintegrasikan hutan pedesaan dan padang rumput menjadi
kolektif tetapi tidak mengakui Masyarakat Adat secara hukum.
Di daerah tertentu di Indonesia, Masyarakat Adat dan komunitas lokal telah
memobilisasi dan mempengaruhi perwakilan rakyat daerah untuk mengakui
hak-hak Masyarakat Adat. Keberhasilan dalam mempengaruhi pemerintah
daerah sebagian disebabkan oleh gerakan yang kuat, kemampuan teknis
pemetaan wilayah (seperti terlihat pada Kotak 6), dan solidaritas antara
Masyarakat Adat, komunitas lokal, dan LSM. RUU Masyarakat Adat mandek di
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 2012, sementara RUU deregulasi pro-
industri yang memudahkan aktor sektor publik dan swasta untuk merampas
tanah masyarakat adat dan komunitas lokal telah disahkan dengan cepat.'
Pengakuan Masyarakat Adat sebagai prasayarat kepastian tenurial lainnya
hanya bisa dilakukan melalui proses hukum di tingkat daerah yang panjang
dan berbiaya mahal.
Di Thailand, meskipun ada hasil positif yang terdokumentasi dari pengelolaan
hutan adat, namun kurangnya pengakuan hukum, kesadaran publik, dan tidak
adanya perwakilan badan adat dalam lembaga pemerintah telah menghalangi
kemajuan kolektif kelompok adat Thailand. Pada Desember 2020, Network of
Indigenous Peoples in Thailand (NIPT), sebuah jaringan Masyarakat Adat di
Tidak ditentukan Thailand negara tersebut, merilis rancangan undang-undang mereka (RUU Dewan
Masyarakat Adat di Thailand)'*® yang diharapkan dapat memperoleh
dukungan publik secara luas agar dapat diusulkan ke parlemen. Di negara
yang tidak mengakui Masyarakat Adat dalam warganya, pembentukan dewan
Adat formal mungkin merupakan langkah pertama dalam menyelesaikan
konflik yang meluas di seluruh negeri.

Memuaskan

Sebagian Tiongkok
memuaskan

Indonesia
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Menjembatani tujuan iklim dan keadilan melalui pengakuan hak masyarakat atas tanah
(tenurial)

Pendekatan berbasis HAM terhadap konservasi adalah strategi yang ampuh untuk mendorong
tata kelola yang adil.'*” Kepastian hak masyarakat atas wilayah kelolanya memungkinkan para
pemegang hak menguasai tata kelola bersama dan mengambil keputusan melalui lembaga
sendiri untuk menerapkan pola konservasi berbasis masyarakat. Perluasan kawasan konservasi
pada wilayah kelola masyarakat yang belum diakui merupakan ancaman nyata bagi Masyarakat
Adat dan komunitas lokal, untuk keselamatan, hak asasi manusia (HAM), budaya, dan
kelangsungan antar generasi mereka. Mengabaikan hak penguasaan tanah masyarakat (tenurial)
akan melanggengkan marginalisasi jutaan orang dengan mengganggu mata pencaharian dan
memperburuk kesulitan sosial-ekonomi, berpotensi mendorong masyarakat untuk melakukan
kegiatan terlarang, dan merusak inisiatif konservasi di masa depan.'8 Sebaliknya, menjadikan
lembaga adat dan lokal bagian dari tata kelola konservasi mengarah pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan hasil konservasi yang positif.'4°

Bagian 3: Belajar dari Kepemimpinan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Hubungan Masyarakat Adat dan komunitas lokal dengan ekosistem mendasari praktik budaya
yang menguntungkan keanekaragaman hayati dan pada gilirannya mengurangi perubahan
iklim.™° Meskipun hanya mewakili 6,2 persen dari populasi global, wilayah Masyarakat Adat
mengandung 36 persen lanskap hutan yang tersisa ' dan melindungi 80 persen dari
keanekaragaman hayati dunia yang tersisa.'®? Lazimnya keanekaragaman hayati dalam wilayah
ini berhubungan erat dengan tata kelola yang efektif.’>3 Data global menunjukkan bahwa
wilayah yang dikuasai masyarakat adat dan komunitas tradisional memiliki tingkat deforestasi
yang lebih rendah,'>* menyimpan lebih banyak karbon,'>> dan mencakup lebih banyak
keanekaragaman hayati'*¢ daripada wilayah yang dikelola oleh negara dan pihak swasta. Data
tersebut juga menunjukkan bahwa praktik-praktik tradisional berhasil mencegah kebakaran '’
dan hilangnya hutan.'*® Sebuah meta-analisis global dari 169 studi kasus menemukan bahwa
sistem tata kelola konservasi yang dikendalikan secara eksternal oleh negara, aktor swasta, atau
LSM 10 kali lebih besar kemungkinannya akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan
konservasi daripada inisiatif yang dipimpin masyarakat.">® Sebaliknya, hasil konservasi positif
dan kesejahteraan secara bersama lebih mungkin tercapai dalam inisiatif yang diatur dan
dipimpin oleh masyarakat. Ini membuktikan peran penting masyarakat sebagai aktor konservasi
kunci.160

Komunitas internasional sering melihat Nepal sebagai kisah sukses dalam hutan
kemasyarakatan (community forestry) di mana tata kelola akar rumput telah diterjemahkan ke
dalam regenerasi ekologis, ketahanan ekonomi, dan pemberdayaan perempuan. Sejak didirikan
pada tahun 1995, Federation of Community Forestry Users Nepal (FECOFUN) telah
mendaftarkan lebih dari 22.000 Kelompok Pengguna Hutan Kemasyarakatan (Community
Forestry User Groups - CFUGs). Analisis gerakan pengelolaan hutan kemasyarakatan ini
menunjukkan penurunan deforestasi relatif sebesar 37 persen dan pengurangan kemiskinan
relatif sebesar 4,3 persen.’® Dalam satu dekade terakhir, FECOFUN telah membentuk kembali
gerakan hutan kemasyarakatan di Nepal, yang mendukung aktivis perempuan saat mereka
bangkit menjadi pemimpin komunitas dan pemimpin hutan kemasyarakatan.’®? Dalam konteks
ini, dan dengan dukungan FECOFUN, 1.976 aktivis hutan kemasyarakatan terpilih menjadi kepala
pemerintah daerah pada tahun 2017. Sebanyak 632 di antaranya adalah perempuan, yang
mampu memanfaatkan kepemimpinan mereka dalam gerakan hutan kemasyarakatan menjadi
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sebuah keberhasilan dalam pemilu.'®® Terlepas dari kemajuan ini, kepemimpinan masyarakat
adat dan perempuan adat belum terlihat. Di satu sisi, kebijakan departemen kehutanan masih
menetapkan aturan main, dan di sisi lain, sistem penguasaan wilayah Masyarakat Adat tidak
dilindungi secara hukum (Kotak 4).

Keberhasilan aksi Masyarakat Adat dan komunitas lokal tertanam dalam perjuangan kolektif
untuk hak dan ketahanan di dalam dan di seluruh komunitas melalui jaringan solidaritas dan
bantuan timbal balik. Myanmar adalah contoh yang kuat. Kudeta militer yang sedang
berlangsung dan didanai oleh perusahaan pertambangan dan agribisnis ekstraktif yang
didukung tentara dimulai pada Februari 2021 dan sejak itu, Masyarakat Adat terus berjuang
mempertahankan wilayah, hutan, dan keanekaragaman hayati mereka.'®* Salween Peace Park,
sebuah kawasan hutan seluas 546.000 ha dan keanekaragaman hayati yang kaya di Negara
Bagian Karen hanyalah salah satu contoh bagaimana visi lokal tentang perdamaian dan
keharmonisan berbasis penentuan nasib sendiri, integritas lingkungan hidup, dan kelangsungan
budaya dapat berkembang meskipun di tengah perang sipil selama lebih dari tujuh dekade.'®>

Kotak 4. Hak Masyarakat Adat dan Hutan Kemasyarakatan di Nepal

Di Nepal, Hutan Kemasyarakatan adalah hutan nasional yang diberikan kepada CFUG
dengan konsesi lima tahun untuk dimanfaatkan dan dilestarikan untuk kepentingan
bersama. Sebelum hutan kemasyarakatan menjadi populer, hutan Nepal dinasionalisasi
melalui Undang-Undang Nasionalisasi Hutan Swasta tahun 1957. Tindakan ini
mengabaikan hak-hak adat dan menyebabkan hutan adat dirampas dari Masyarakat Adat
tanpa kompensasi yang layak.'®® Dengan tidak mengakui wilayah adat atau
mengembalikan kepemilikan de facto kepada kelompok adat, hutan kemasyarakatan
memberlakukan batas wilayah dan sistem pengelolaan yang sewenang-wenang atas
wilayah yang diatur secara adat.'®” Komunitas penggembala nomaden di dataran tinggi
mengalami konsekuensi sosial-budaya, ekonomi dan ekologi yang paling drastis karena
pembatasan yang dipaksakan pada kegiatan mengangon ternak, penggembalaan lintas
batas, dan praktik mata pencaharian lain yang penting bagi budaya mereka.'®® Walaupun
hasil positif bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat adalah hal yang mungkin dan
umum dalam CFUG, namun hutan kemasyarakatan juga dapat meniru marginalisasi
sistemik dan struktural Masyarakat Adat. Hal ini paling terlihat di ruang pengambilan
keputusan di mana orang yang bukan Masyarakat Adat sering memegang posisi penting,
seperti Ketua CFUG, bahkan di daerah di mana mayoritas penduduk adalah Masyarakat
Adat.®

Praktik-praktik hutan kemasyarakatan (Community Forestry - CL) di Nepal menunjukkan
bahwa keberhasilan strategi yang dianggap 'tradisional' masih diperumit oleh sisa-sisa
struktur berbasis pemikiran kolonial, bahkan menyebabkan sekutu diposisikan saling
berlawanan satu sama lain alih-alih bekerja dalam solidaritas. FECOFUN dan organisasi
Masyarakat Adat lainnya di Nepal sedang bekerjasama untuk mengatasi pertentangan ini
dengan mendorong kesetaraan di antara mereka sendiri dalam berhadapan dengan
aktor pemerintah dan sektor swasta yang berkuasa mengambil keputusan.
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Misalnya, aliansi masyarakat adat dan komunitas lokal telah dibentuk untuk
mengadvokasi perubahan paradigma dari Pengelolaan Hutan limiah ke Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan, yang akan mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada hutan
kemasyarakatan dan perusahaan terkait. Pada tahun 2021, Pengelolaan Hutan Ilimiah
secara resmi dicabut, dan para sekutu bekerja sama untuk membentuk paradigma baru.

Kontribusi berharga Masyarakat Adat dalam melindungi keanekaragaman hayati secara
langsung terkait dengan pluralitas pandangan dunia mereka, kosmovisi, praktik yang telah teruiji
oleh waktu, dan nilai-nilai relasional yang diungkapkan melalui sistem pengetahuan
antargenerasi.'’? Kearifan lokal dan sistem tata kelola masyarakat adat yang bersifat adaptif
membuat masyarakat tangguh dan mampu memitigasi tekanan lingkungan melalui berbagai
bentuk penatagunaan yang aktif.’”" Hal ini sebagian disebabkan oleh sifat dimensi sosial dan
ekologi yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lain.’”2

— Ketahui lebih lanjut tentang tata kelola masyarakat adat dalam konservasi dan cara
menciptakan tata kelola yang progresif dalam kebijakan konservasi.

Perempuan dan kaum muda memimpin konservasi akar rumput

Teka-teki konservasi global harus dipecahkan terlepas dari gender atau generasi. Mendukung
perempuan dan organisasi yang dipimpin oleh kaum muda, memperkuat solidaritas lintas
kawasan, dan menutup kesenjangan gender dan generasi dalam proses pengambilan
keputusan, semua itu membantu menciptakan kondisi yang mendukung pengakuan hak serta
kontribusi positifnya untuk konservasi keanekaragaman hayati.'”® Di dalam gerakan, para
pemimpin menyadari bahwa organisasi mereka harus dengan sengaja menumbuhkan generasi
pemimpin berikutnya untuk membela hak-hak yang diperoleh dengan susah payah dan
melindunginya dari ancaman yang muncul. Para penatua menyadari bahwa minat kaum muda
pada mata pencaharian berbasis tanah sangat penting bagi masa depan kolektif mereka.’”*
Selanjutnya, perempuan adalah pemegang pengetahuan, produsen makanan utama,
penyembuh, orang tua, dan penjaga sumber daya alam: konservasi keanekaragaman hayati
dunia yang tersisa membutuhkan pendekatan holistik yang dipegang oleh pengetahuan leluhur
mereka.'”® Sayangnya, COVID-19 telah memperburuk ketidaksetaraan gender, membuat
kontribusi perempuan semakin tidak terlihat, sementara kekerasan terhadap perempuan dan
anak perempuan adat meningkat sejak awal pandemi pada Maret 2020."76

Di Misamis Oriental, Filipina, perempuan Higaunon yang terorganisasi memerangi bias,
ketidaksetaraan, dan masalah lingkungan hidup di komunitas mereka dengan melindungi hutan
di wilayah adat mereka.’”” Sebuah unggahan bersama di media sosial oleh NTFP-EP dan
MAMACILA menyoroti berbagai aksi mereka. Masyarakat mendirikan fasilitas pembibitan untuk
menanam kopi, lawaan (Shorea genus), dan kalingag (pohon kayu manis lokal). Setelah tumbuh
cukup besar, bibit-bibit ditanam di zona penyangga seluas satu hektar yang menjadi perisai yang
melindungi tempat sakral (p/na) dari kegiatan ilegal seperti perburuan liar dan pengumpulan
kayu bakar. Perempuan Higaunon percaya bahwa hutan adalah bagian tidak terpisahkan dari
kehidupan mereka, mulai dari apotek dan pasar hingga tempat pemujaan sakral, dan mereka
memantau serta melindungi area tersebut melalui patroli jalan kaki. Jika bagian dari wilayah adat
mereka hilang, begitu juga budaya Higaonon. Melalui berbagai kegiatan inilah perempuan
bersatu dalam upaya bersama untuk mengamankan masa depan budaya komunitas mereka,
memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, dan mendorong
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kesetaraan gender dengan kehadiran mereka dalam ranah pengambilan keputusan di tingkat
komunitas.

Sebuah studi mendatang yang dikoordinasikan oleh RMI-Indonesian Institute for Forest and
Environment di Indonesia membandingkan hutan adat sebelum dan sesudah penetapannya di
Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Meskipun semua lokasi berada dalam hutan yang
beragam fungsinya (kawasan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, atau di luar kawasan
hutan), dalam semua kasus, pengakuan hak masyarakat atas hutan adatnya meningkatkan
kesetaraan gender dan kaum muda. 78 Misalnya, perempuan di Kasepuhan Karang dulunya
tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan di komunitas. Namun, setelah hutan
adat mereka diakui secara resmi, perempuan ditunjuk sebagai pengelola koperasi yang
mengawasi hutan-kebun dan sawah di dalam batas wilayah adat mereka. Demikian pula, kaum
muda Kasepuhan Karang telah aktif menginventarisasi keanekaragaman hayati untuk restorasi
hutan, terhubung kembali dengan akar budaya mereka di sekolah yang dikelola sendiri, dan
mengembangkan usaha ekowisata berbasis hutan adat. Contoh serupa juga dapat ditemukan di
tempat lain, seperti partisipasi perempuan dan pemuda dalam inisiatif kepemimpinan organisasi
dan dokumentasi kearifan lokal.

Lembaga adat dan tata kelola

Lembaga dan hukum dari Masyarakat Adat dan komunitas tradisional penting dalam menjaga
keharmonisan antar manusia dan keanekaragaman hayati, bahkan di dalam kawasan yang
dilindung, melalui penerapan sistem pengetahuan adat dan lokal tradisional serta kemampuan
mereka untuk melawan dan mengatasi ancaman terhadap integritas wilayah mereka.’”®
Menunjang sistem tata kelola masyarakat adat dan komunitas lokal secara efektif di Asia (serta
di tempat lainnya) membutuhkan aksi yang beragam yang memungkinkan fleksibilitas dan
penyesuaian.

Masyarakat Adat telah bekerja keras untuk membuat badan tata kelola tradisional mereka diakui
secara formal. Salah satu contoh dapat diamati di Sabah, negara bagian Malaysia di pulau
Kalimantan. Di Sabah, sistem pengelolaan ikan dan sungai secara adat di tingkat dusun yang
dikenal sebagai sistem 7gga/diadopsi oleh Departemen Perikanan Sabah (2001) dan dimasukkan
ke dalam kebijakan nasional tentang keanekaragaman hayati. Sistem 73ga/adalah sistem
pengelolaan sumber daya alam peka gender yang tangguh dan adaptif, di mana Dusun
menyadari sejauh mana dampak teknologi baru seperti penggunaan racun dan pencemaran
sungai-sungai setempat telah menyebabkan penurunan cadangan ikan. Di Dusun, 7gga/berarti
“tidak” atau “larangan,” dan praktik tersebut membutuhkan pengambilan keputusan kolektif
bersama laki-laki dan perempuan atas jadwal membuka dan menutup musim, pembagian
manfaat sumber daya secara adil, alokasi tanggung jawab penegakan aturan dan pemantauan,
dan zonasi yang tepat dari sistem 7ggal. Seluk-beluk aturan ini mungkin berbeda dari desa ke
desa karena masing-masing desa bertanggung jawab untuk menentukan strategi yang paling
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keanekaragaman hayati di lingkungan masing-
masing. Berkat strategi ini, Departemen Perikanan Sabah mendukung penerapan lebih dari 350
sistem 7aga/di seluruh negara bagian tersebut, dan negara bagian tetangga Sarawak sejak itu
mengadopsi sistemnya sendiri, sistem 7agang, yang diinspirasikan oleh keberhasilan di Sabah.
Partners of Community Organizations in Sabah (PACOS) Trust dan JOAS telah aktif
mendokumentasikan dan mendukung proses ini. Adaptasi sistem 7gga/ke dalam kebijakan
membuka jalan bagi praktik-praktik adat pengelolaan sumber daya alam lainnya seperti hutan,
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daerah aliran sungai, dan satwa liar untuk diintegrasikan ke dalam strategi nasional atau
provinsi.

Di Nepal, tradisi tanpa kekerasan membentuk praktik dan kebijakan konservasi lokal di kaki
pegunungan Himalaya. Berdasarkan lembaga adat SAagya (tanpa kekerasan) mereka dan sistem
tata kelola mandiri, kelompok Adat Tsumba dan Nubriba di distrik Gorkha telah menyatakan
seluruh lembah mereka sebagai zona bebas kekerasan.'® Lembaga adat Shagya dijalankan oleh
komite beranggotakan 33 orang dari sekitar 10 desa untuk memastikan tujuh prinsip tanpa
kekerasan: tidak membunuh; tidak berburu; tidak memanen madu liar; tidak ada kebakaran
hutan; tidak ada perdagangan daging; dilarang menjual dan menjebak hewan; dan tidak ada
perdagangan hewan peliharaan. Setiap anggota desa bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa masyarakat mematuhi aturan ini. Mereka secara kolektif menentukan hukuman bagi
pelanggar dan mengatur ritual untuk kesejahteraan kolektif. Meskipun Proyek Kawasan
Konservasi Manaslu di lembah Tsum dan Nubri secara informal telah mengakui Shagya,
dukungan formal anggota birokrasi untuk pengakuan hukum Shagya masih rendah. Namun para
pemimpin Adat semakin sadar bahwa tradisi tata kelola adat mereka dapat diwariskan kepada
generasi mendatang melalui pengakuan hukum yang dibarengi dengan rasa memiliki dan
tanggung jawab. Para pemimpin adat telah menyadari bahwa satu jalur untuk melindungi
Shagya adalah melalui ketentuan UU Operasional Pemerintah Daerah (LGOA) 2017 dan dengan
memastikan UU hutan dan keanekaragaman hayati setempat mengakui keberadaan Shagya.'"

Melimpahkan tata kelola atas sumber daya alam kepada masyarakat melalui pengakuan dan
penegakan hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal atas wilayahnya sangat penting untuk
mendukung prioritas yang ditetapkan secara lokal dan keragaman antar-komunitas. Dukungan
pemerintah sangat penting untuk mendorong otonomi lembaga adat, tetapi kecenderungan
untuk menyusun model standar untuk mencapai target pemerintah berisiko mengatur praktik
tradisional secara berlebihan melalui struktur hukum formal yang akan melemahkan sistem
hukum adat. Setelah pengakuan hak, peran pemerintah seharusnya terbatas pada dukungan
teknis yang sistematis kepada setiap kommunitas masyarakat atau unit desa.'®? Pandangan,
praktik, dan pola hubungan Masyarakat Adat dengan alam seharusnya diintegrasikan ke dalam
sistem hukum daerah dan nasional untuk menciptakan strategi konservasi yang beragam dan
holistik.

Bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, konservasi bersifat timbal balik dan saling
terkait

Ketika tergusur dari wilayah tradisional mereka atas nama konservasi, Masyarakat Adat dan
komunitas lokal terdampak secara tidak proporsional karena hubungan mereka dengan tanah
merupakan dasar dari integritas budaya, keamanan mata pencaharian, kedaulatan pangan, dan
kesejahteraan mereka secara keseluruhan.'3 Lebih jauh lagi, nilai dan hubungan masyarakat
dengan wilayahnya —sering kali didasarkan pada hubungan timbal balik seperti yang
ditunjukkan dalam Kotak 5—memberikan manfaat nyata untuk konservasi keanekaragaman
hayati. Konsep timbal balik ini, atau "hidup bersama dengan baik", ditemukan di seluruh dunia
Masyarakat Adat.'® Menggusur Masyarakat Adat dan komunitas lokal dari wilayah tradisional
mereka menghapus beragam kontribusi konservasi yang diberikan oleh masyarakat ini dan
menggantikannya dengan strategi asing, sering kali kurang efektif, serta penilaian eksternal yang
dipaksakan.'®
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Kotak 5. Terikat dengan Hutan (AIPP)

Karen adalah masyarakat adat matrilineal, namun posisi pemimpin spiritual tradisional
(Hee Khou) hanya dipegang oleh laki-laki dari komunitas dan gelar tersebut diwariskan.
Untuk masyarakat adat Pgakenyaw (atau Sgaw) Karen di Huay Hin Lad Nai di Thailand -
dan Masyarakat Adat yang tinggal di hutan pada umumnya - semuanya dimulai dengan
hutan dan diakhiri dengan hutan. Hutan adalah rumah dari roh dan nenek moyang
mereka dan setiap Karen secara fisik, spiritual, dan metafisik terikat dengan hutan. Ayah
dari bayi yang baru dilahirkan akan memilih pohon buah yang sehat dan mengikatkan ke
pohon itu sebuah wadah bambu dengan tali pusar bayi di dalamnya. Hutan ini adalah
hutan sakral, sebuah paw de pwa—atau hutan tali pusar—dan praktik ini memainkan
peran penting dalam konservasi berbagai jenis pohon. Roh bayi yang baru lahir tinggal di
pohon tempat tali pusar digantung, dan ketika individu tersebut akhirnya meninggal,
rohnya beristirahat dalam damai di hutan. Bahkan setelah mati, pohon-pohon ini tetap
dilestarikan karena diyakini bahwa roh terus tinggal di sana. Jika hutan dihancurkan, tidak
hanya sumber daya material yang akan hilang, tetapi roh juga akan hilang dan ini akan
menandai akhir dari semua kehidupan.'8®

Suku Pgakenyaw “meminta izin dari hutan untuk menggunakan air dari sungai atau anak
sungai... berterima kasih kepada hutan untuk hal yang sama”'®” Mengucap syukur melalui
persembahan dilakukan secara kolektif dalam sebuah upacara yang disebut Ta lue kaw.
Persembahan kepada Roh Penjaga ini dilakukan oleh Hee Khou untuk memperbarui
hubungan simbiosis komunitas dengan memberikan kembali sesuatu kepada hutan
sebagai tindakan timbal balik. Di Talue kaw, seekor ayam yang disediakan oleh seluruh
komunitas dibagi dan dipersembahkan kepada roh hutan, dimakan oleh Hee Khou, dan,
sekembalinya ke desa, dibagikan dengan anggota keluarganya. Sifat timbal balik dari
upacara ini, yang tercermin dalam keyakinan mereka, menentukan landasan moral
lembaga sosial dan praktik adat mereka, termasuk nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip yang
memandu aturan dan praktik adat, penggunaan lahan, dan pengelolaan sumber daya
mereka.

Di timur laut India, komunitas Tangkhul Naga adalah contoh lain dari komunitas yang
mewujudkan hubungan timbal balik dengan alam yang mendukung keanekaragaman hayati.
Komunitas ini secara aktif mendorong hewan penyerbuk, seperti lebah madu, untuk memasuki
kebun dan rumah mereka dan percaya bahwa mereka adalah pembawa pesan yang
menghubungkan tumbuhan dan hewan dengan seluruh ekosistem.’® Komunitas Tangkhul Naga
menganggap semua hewan penyerbuk sama pentingnya, dan tidak memberikan perlakuan
istimewa kepada satu hewan penyerbuk tertentu. Pada gilirannya, Tangkhul Naga dapat
dianggap sebagai penyerbuk keanekaragaman hayati itu sendiri melalui pendekatan holistik dan
kehidupan harmonis mereka.'® Praktik ini memastikan kesehatan kolektif masyarakat—baik
manusia maupun non-manusia—dan menunjukkan bagaimana pengetahuan adat leluhur dapat
membantu melindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan. Memperluas pendekatan
konservasi berbasis HAM dapat memelihara strategi konservasi yang beragam.
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Siapa mengimplementasikan strategi berbasis hak?

Mengakui tanah kolektif Masyarakat Adat dan komunitas lokal adalah solusi hemat biaya.’®
Seringkali, organisasi adat dan komunitas berinisiatif sendiri untuk memetakan wilayah mereka
dan menggunakan peta untuk mendorong pengakuan wilayah mereka melalui keputusan atau
sertifikat resmi pemerintah (Kotak 6). Kemandirian lebih nampak selama COVID-19, ketika
masyarakat bertindak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tidak mendapat bantuan
darurat dari negara.’™’

Pembela Lingkungan

Analisis global tahun 2020 terhadap 2.743 konflik lingkungan menemukan bahwa gerakan akar
rumput lebih kuat ketika strategi sosial-politik diterapkan untuk menentang proyek atau
kegiatan yang merusak lingkungan.'®? Masyarakat Adat dan komunitas lokal memberlakukan
berbagai strategi untuk melindungi hak-hak mereka, memobilisasi sumber daya, dan menuntut
perubahan. Tindakan mereka merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya konservasi
Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Dan ketika tindakan tersebut berhasil, kegiatan yang
merusak lingkungan pada akhirnya dapat dicegah. Baik perlawanan maupun mobilisasi
merupakan bentuk solidaritas dengan alam dan antar komunitas.

Di Indonesia, sekelompok perempuan dari pegunungan Kendang Utara, Jawa, menyemen kaki
mereka sebagai bentuk protes terhadap tambang batu kapur yang akan menghancurkan
gunung suci yang menyediakan air bersih untuk masyarakat dan sawah mereka.’* Women
Environmental Human Rights Defenders di Filipina dan Nepal telah berjuang melawan
pembangunan bendungan di wilayah mereka.’®* Di Kamboja, India, dan Filipina, perempuan
adat dan pedesaan berjuang melawan perusahaan pertambangan lokal dan multinasional yang
menggunduli hutan dan mencemari sungai mereka. Bagi masyarakat adat Papua Barat,
perkebunan kelapa sawit dan pertambangan merusak alam, praktik budaya, dan memecah
solidaritas antar suku.'®

Kotak 6. Memetakan Wilayah yang Ditentukan Sendiri di Indonesia

Organisasi pemegang hak secara aktif membangun kesadaran dan meningkatkan
kapasitas teknis untuk memperkuat klaim masyarakat.

Di Indonesia, peta wilayah adat sangat berguna untuk mengklaim hak atas wilayah adat.
Sampai dengan tanggal publikasi laporan ini, sebanyak 1.034 peta wilayah Adat seluas
sekitar 12,4 juta Ha telah terdaftar di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan
diserahkan kepada pemerintah daerah untuk ditinjau. Ada dua jenis peraturan daerah:
pemerintah dapat menyetujui permohonan dan secara hukum menetapkan wilayah
Adat (Perda penetapan) atau menentukan tata cara pengakuan (Perda pengaturan),
dalam hal Perda pengaturan SK Bupati biasanya diperlukan untuk menyelesaikan proses
pengakuan di tingkat daerah. Sejauh ini, dari 1.034 peta yang terdaftar, 154 wilayah adat
di Indonesia telah diakui atau ditetapkan secara hukum melalui kebijakan daerah
dengan cakupan luas 2,46 juta Ha.'®® Di samping itu, 617 wilayah Adat seluas 7,66 juta
Ha berada di daerah yang mempunyai tata cara pengakuan (Perda pengaturan), namun
masih memerlukan penetapan melalui SK Bupati, dan 263 wilayah Adat lainnya seluas
2,31 juta Ha ada di daerah yang belum mengeluarkan peraturan.
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BRWA dan Pokja ICCA Indonesia (WGII) telah menggunakan peta wilayah untuk
mendaftarkan masyarakat sebagai ICCA demi tujuan konservasi. Sejauh ini, 104 ICCA
seluas 462.650 ha telah terdaftar, tetapi hanya 25 yang diakui secara hukum.’®”
Penelitian awal menunjukkan ada tambahan 2,9 juta Ha yang dapat diklasifikasikan
sebagai ICCA di Indonesia. Terdapat beberapa lokasi yang masih belum disertakan
dalam analisis ini, yang menandakan bahwa potensi ICCA jauh lebih besar.

Melalui proses partisipatif yang melibatkan kaum muda dan perempuan, organisasi
masyarakat adat dan komunitas lokal memimpin pemetaan wilayah mereka sebagai
sarana untuk advokasi kebijakan daerah dan sebagai dasar pengajuan pengakuan
hukum atas wilayah mereka.’®® Organisasi masyarakat adat dan LSM, seperti BRWA,
memberikan bantuan teknis selama proses ini. Pendekatan peka gender yang disebut
Engendering Participatory Mapping saat ini sedang diujicobakan untuk memastikan peta
yang dihasilkan mencerminkan penggunaan wilayah oleh perempuan adat,’®® berfungsi
sebagai titik masuk ke pendidikan politik dan kepemimpinan perempuan.

“Ibu Pertiwi telah memberi, lbu Pertiwi telah terluka, 1bu Pertiwi akan mencari keadilan.”
Sukinah, Kendang, Jawa Barat, Indonesia

Membela hak dan lingkungan bisa mematikan. Menurut Global Witness, sebanyak 1.539
pembela hak atas tanah dan lingkungan telah dibunuh sejak tahun 2012 secara global. Lebih
dari seperempat—tepatnya 396—dari pembunuhan tersebut terjadi di Asia. Sepertiga dari 396
pembunuhan tersebut berhubungan dengan sektor pertambangan dan ekstraktif, dan hampir
dua pertiga dari pembunuhan tersebut terjadi di Filipina.?® Setiap kehilangan adalah tragedi
pribadi dengan dampak kolektif dan politik yang luas. Pelaku kejahatan ini jarang diadili dan
bebas dari hukuman. Membela masyarakat dan pejuang hak harus menjadi tanggung jawab
bersama semua pemangku kepentingan dalam konservasi keanekaragaman hayati. Jumlah
pembunuhan yang terjadi tentu saja jauh lebih besar daripada data ini.

Bagian berikut menggambarkan dampak pola konservasi formal yang sering kali mencerminkan
konflik terkait ekstraksi: penggusuran, kekerasan, pelecehan, kriminalisasi, dan pembunuhan.?"!
Di negara-negara berpenghasilan rendah, konservasi menyumbang 52 persen dari semua
konflik yang masuk dalam Atlas Keadilan Lingkungan (Environmental Justice Atlas) global.?%2
Memperluas konservasi spasial melalui mekanisme yang sama dengan penetapan kawasan
perlindungan akan melanggengkan konflik serupa.

— Untuk informasi lebih lanjut tentang pejuang hak asasi manusia atas tanah dan lingkungan,
lihat Komisi IUCN tentang Kebijakan Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Policy Matters 22—
Special Issue on Environmental Defenders.

— Untuk mengetahui lebih lanjut tentang konflik lingkungan, lihat dinamika portal
Environmental Justice Atlas, Land Conflict Watch, dan Tanahkita.
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https://www.iucn.org/commissions/commission-environmental-economic-and-social-policy/resources/policy-matters
https://www.iucn.org/commissions/commission-environmental-economic-and-social-policy/resources/policy-matters
https://ejatlas.org/
https://www.landconflictwatch.org/
https://tanahkita.id/

Bagian 4: Ancaman terhadap Konservasi Berbasis Hak di Asia

Asia Selatan dan Asia Tenggara sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Menurut
indeks risiko iklim, tujuh dari 10 negara teratas 2% yang paling terpapar dan rentan terhadap
peristiwa ekstrem antara tahun 1999-2018 adalah negara-negara Asia Selatan dan Asia
Tenggara.?®* Bersamaan dengan itu, keanekaragaman hayati yang luar biasa di kawasan ini juga
dalam bahaya.?% Sejak tahun 2001, lebih dari 67 juta Ha tutupan pohon telah hilang di 14 negara
Asia Selatan dan Asia Tenggara saja (Tabel 3).2% Artinya dalam waktu kurang dari dua dekade
hampir 26 persen dari total kawasan hutan hilang, yang merupakan area yang lebih besar
daripada luas Myanmar.?%’ Seperempat dari 17 juta Ha hutan yang hilang terdiri dari hutan
primer.

Hutan memainkan peran utama dalam agenda lingkungan global. Hutan adalah penyerap
karbon penting?® di mana kehancurannya menghasilkan emisi karbon yang mengancam
keanekaragaman hayati.?% Hutan juga memberikan jasa ekosistem vital bagi mata pencaharian
dan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan hutan juga tertuang dalam Sustainable
Development Goal - SDG 15.2 (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB) yang berkomitmen
untuk menghentikan 100 persen deforestasi dan degradasi hutan. Target ini tidak tercapai
melalui strategi saat ini. Deforestasi terus meningkat secara global, seperti yang terjadi pada
tahun 2020 ketika COVID-19 melanda dunia.?'® Artinya emisi karbon terus meningkat, namun
separuh dunia yang termiskin bertanggung jawab atas kurang dari 10 persen total emisi
global.?"" Dapat dikatakan bahwa laju deforestasi dan degradasi ekosistem saat ini mungkin
sebagian besar disebabkan oleh perampasan dan kolonisasi tanah masyarakat adat dan
komunitas lokal dan bukan sebagai akibat dari praktik dan mata pencaharian tradisional seperti
yang terkadang diyakini.?'2

Tabel 4: Deforestasi di Asia sejak 200123

Kehilangan hutan Penurunan total . Total kehilangan
. . Kehilangan tutupan
Negara primer antara 2002 - hutan primer pohon 2001 - 2020 tutupan pohon 2000
2020 lembab (juta Ha) - 2020

(juta Ha) (%) (%)
Bangladesh
Kamboja 1.28 30.0 2.45 28.0
Tiongkok 0.08 4.4 10.3 6.4
India 0.35 3.4 1.93 5.0
Indonesia 9.75 10.0 27.7 17.0
Laos 0.86 10.0 3.73 19.0
Malaysia 2.7 17.0 8.39 29.0
Myanmar 0.62 4.4 4.00 9.3
Nepal 0.004 0.5 0.05 0.94
Papua New Guinea 0.78 2.4 1.57 3.7
Filipina 0.151 3.3 1.29 6.9
Sri Lanka 0.01 1.7 0.19 4.8
Thailand 0.13 2.1 217 11.0
Viethnam 0.69 10.0 3.07 19.0
Total 17.39 N/A 67.03 25.95
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Indonesia, yang merupakan negara dengan keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia,
telah kehilangan lebih dari 27,7 juta Ha tutupan pohon sejak tahun 2001, suatu area yang setara
dengan luas Filipina.?'* Demikian pula, deforestasi yang didorong oleh komoditas berkontribusi
pada 93 persen dari semua deforestasi di Indonesia antara tahun 2001 dan 2019.2'> Pada
Oktober 2020, pemerintah Indonesian mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11, atau
Undang-Undang Omnibus, yang mengedepankan serangkaian amandemen terhadap 79
undang-undang guna menderegulasi industri ekstraktif yang merusak lingkungan di seluruh
negeri. Ini menunjukkan bahwa jaminan perlindungan lingkungan di Asia, seperti di tempat lain,
sedang dilemahkan. Sebuah studi kasus Greenpeace baru-baru ini dari Papua Barat
menunjukkan bahwa bahkan dengan moratorium penerbitan izin di hutan primer dan lahan
gambut, peraturan perizinan secara sistematis ditumbangkan untuk mengedepankan
kepentingan ekstraktif.2'® Kehadiran militer yang kuat di Papua dengan rasio satu personel
keamanan untuk setiap 97 orang Papua dibandingkan dengan rasio 1:296 di bagian lain dari
nusantara sering kali memfasilitasi kepentingan industri ekstraktif ini.2"”

Kawasan perlindungan di Asia

Kategori kawasan perlindungan ditetapkan oleh International Union for the Conservation of
Nature (IUCN) pada tahun 1978.2'8 Kegiatan manusia seperti penggunaan lahan dan
pemanfaatan produk dan jasa lingkungan diperbolehkan dalam kategori IV sampai VI: (IV)
Kawasan Pengelolaan Habitat/Species (Habitat/Species Management Area); (V) Bentang
alam/Bentang Laut yang dilindungi (Protected Landscape/Seascape); dan (VI) Pemanfaatan
Sumber Daya Alam Berkelanjutan (Sustainable use of Natural Resources). Namun, dibatasi di
bawah kategori I(b) sampai lll: I(b) Kawasan Belantara (Wilderness Area); (Il) Taman Nasional
(National Park); dan (Ill) Monumen atau Fitur Alami (Natural Monument or Feature), dan dilarang
sama sekali di bawah kategori I(a) Cagar Suaka Alam (Strict Nature Reserve)?'? Dengan
menetapkan sejumlah kategori pengelolaan yang terbatas, tipologi yang dihasilkan menentukan
nilai ekologis suatu kawasan serta norma-norma sosial dengan mengorbankan praktik-praktik
tradisional masyarakat yang tinggal di dalam kawasan tersebut.??°

Di Asia per Oktober 2021, kawasan perlindungan mencakup sekitar 15,37 persen??! kawasan
Asia dengan luas 478,5 juta Ha (lihat Gambar 1).222 Sebaran ini sangat bervariasi dan bergantung
pada agenda, kebijakan, serta strategi nasional. Misalnya, di Thailand, semua kawasan
perlindungan termasuk dalam salah satu dari dua kategori: mereka membatasi (64 persen
berada di bawah kategori lll) atau melarang (34 persen berada di bawah kategori I(a)) kegiatan
manusia untuk 1,1 juta orang yang tinggal di dalam kawasan ini.??3
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Gambar 1: Sebaran kategori IUCN yang terdokumentasi di seluruh Asia Selatan dan Asia
Tenggara

Gambar 1 menunjukkan sebaran jenis kawasan perlindungan di 14 negara Asia Selatan dan Asia Tenggara.
Empat belas (14) negara yang termasuk dalam Gambar 1 adalah Bangladesh, Kamboja, Tiongkok, India,
Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Papua New Guinea, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan
Vietnam.??* Hampir dua perlima kawasan perlindungan di Asia yang masuk dalam Protected Planet
Database dikategorikan sebagai tidak berlaku atau tidak dilaporkan. Tidak mungkin menyimpulkan kategori
pengelolaan untuk kawasan perlindungan ini tanpa penelitian lebih lanjut.

Strict Nature Reserve (la)

19%
m Wilderness Area (Ib)

O,
2% National Park (I1)

m Natural Monument or

Feature (lII)
19%
Habitat/Species Management
Area (V)
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0.2% Seascape (V)
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Tata Kelola di Kawasan Perlindungan IUCN

Sejak dimulainya kategori kawasan perlindungan IUCN, pemerintah cenderung mendukung
penetapan Taman Nasional (kategori Il). Namun, Cagar Suaka Alam, Kawasan Pengelolaan
Habitat/Species, dan kawasan perlindungan dengan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Berkelanjutan masing-masing mencakup 19 persen kawasan perlindungan di Asia (Gambar 2).
Pengamatan lebih dekat dibutuhkan untuk mengetahui siapa yang mengatur ruang-ruang ini
dan siapa yang mengendalikan keputusan dan penetapan agenda. Untuk IUCN kategori IV - VI,
yang sering dianggap lebih egaliter dalam hal izin pengelolaan dan pemanfaatan, 73 persen
wilayah diatur oleh kementerian atau lembaga federal atau nasional (Gambar 3).

35 RIGHTS + RESOURCES INITIATIVE



Gambar 2: Pertumbuhan Akumulatif Kawasan Perlindungan di Asia dan Kategori IUCN
yang Dilaporkan

Data djperoleh dari website Protected Planet pada Oktober 2021 untuk 14 Negara Asia Selatan dan Asia
Tenggara: Bangladesh; Kamboja, Tiongkok, India; Indonesia,; Laos; Malaysia; Myanmar; Nepal; Papua
New Guinea; Filipina, Sri Lanka,; Thailand; dan Vietnam.??*> Kawasan perlindungan dengan status
diadopsi, ditunjuk, ditetapkan, dicantumkan, dan tidak dilaporkan yang digunakan dan selanjutnya disaring
untuk memasukkan hanya kawasan perlindungan dengan kategori IUCN yang sesuai (antara la - Vl). Luas
lahan kumulatif (km?) untuk setiap kategori kemudian dijplot terhadap waktu.
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Gambar 3: Pemerintah mengontrol kategori IUCN IV-VI di Asia
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Sebagian besar kawasan perlindungan diatur dan dikendalikan oleh aktor pemerintah nasional
atau subnasional. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang implikasi percepatan perluasan
model konservasi ini di wilayah Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Perluasan konservasi dan
keanekaragaman hayati ke wilayah prioritas tinggi kemungkinan besar akan membawa dampak
buruk bagi penduduk setempat. Ada 860 juta orang yang tinggal di 23,8 persen dari kawasan
keanekaragaman hayati yang belum dilindungi dan dianggap bernilai tinggi di Asia??® yang
merupakan 20 persen dari total penduduk kawasan Asia (Tabel 1). Selanjutnya, menurut
inventarisasi November 2020, 15 pemerintah Asia telah berjanji untuk menghutankan sekitar
200 juta Ha.??’ India saat ini memiliki komitmen terbesar secara global, yaitu seluas 26 juta Ha
(tantangan Bonn).??8
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Kotak 7. Membuat hutan

Manusia telah membentuk lingkungan yang mereka sebut rumah selama ribuan
tahun.??® Bagaimana ide "kawasan belantara" muncul? Pada abad ke-19, konsep
kawasan belantara menjadi populer di Amerika Serikat di kalangan kulit putih, pencari
rekreasi kelas atas. Mereka menggunakan kekayaan dan kekuasaan untuk
mempengaruhi kebijakan pemerintah yang merampas wilayah Masyarakat Adat yang
luas, kemudian mengubahnya menjadi kawasan perlindungan yang resmi. Konsep
wilayah tertutup, kepemilikan negara, dan imajinasi hutan belantara ini telah diekspor
ke seluruh dunia dan tetap menjadi acuan bagi sebagian besar kebijakan konservasi di
seluruh Asia saat ini. Namun, kawasan konservasi ini bukanlah ruang kosong (lihat
Tabel 1) dan sering kali, penduduk asli setempat hanya digantikan oleh rimbawan, turis,
dan karyawan industri ekstraktif.?3° Para pembuat kebijakan berkuasa untuk
menentukan bentuk interaksi manusia dengan mengorbankan hubungan penduduk
asli dengan alam. Gagasan dominan tentang kawasan belantara ini, dan pengucilan
penduduk asli seperti Masyarakat Adat dan komunitas lokal, menyebabkan hilangnya
lanskap keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi.?3' Paradigma kawasan belantara
tidak manusiawi dan kontraproduktif terhadap konservasi keanekaragaman hayati
yang tersisa di dunia.?*?

Contoh, Nepal saat ini memiliki 49 kawasan perlindungan tetapi hanya satu yang
sepenuhnya diatur oleh komunitas lokal.?33 Lebih dari 70 persen (36 kawasan
perlindungan) diatur oleh kementerian atau lembaga nasional, tiga (3) diatur oleh
organisasi nirlaba, dan sembilan (9) sisanya belum melaporkan jenis tata kelolanya.
Seluruh kawasan perlindungan mencakup 24 persen luasan Nepal, dan dihuni oleh 1,8
juta orang yang mengalami banyak konflik sosial dan pelanggaran HAM (Kotak 9).

CFUG Nepal menjadi contoh dalam mengelola wilayah hutan secara berkelanjutan dan
sering disebut sebagai keberhasilan praktik pengelolaan hutan secara demokratis.?3*
Masyarakat Adat dan komunitas lokal di Nepal secara tradisional memiliki dan
mengelola 46,7 persen dari luas daratan negara, dan mereka secara turun-menurun
mengelola sumber daya ini bahkan tanpa terakuinya hak atas wilayah mereka .
Lembaga tata kelola tradisional, aturan, praktik dan investasi (materi dan non-materi)
ke dalam pengelolaan wilayah telah menjalin hubungan berkelanjutan yang
berlangsung lama.?*> Pengakuan hak mereka atas wilayah ini diperkirakan menelan
biaya USD $23,13 juta sementara pemukiman kembali di luar wilayah bagi mereka yang
saat ini tinggal di dalam atau di sekitar kawasan keanekaragaman hayati diperkirakan
menelan biaya USD $30 miliar.2%¢ Perkiraan ini belum termasuk biaya yang dibutuhkan
untuk menggantikan tata kelola dari masyarakat yang sudah mapan dengan
pengelolaan dari pemerintah untuk menjaga kawasan perlindungan.
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Penggusuran dan kekerasan

India dapat mencontohkan dampak dari inisiatif konservasi yang dipimpin negara. Menurut data
pemerintah, antara tahun 1973 dan 2020 Departemen Kehutanan India telah menggusur 18.493
keluarga di 215 desa dari kawasan perlindungan,?®” di mana angka ini kemungkinan jauh di
bawah kenyataanya. Pada tahun 2021, Land Conflict Watch telah mendokumentasikan 24 konflik
tanah di kawasan perlindungan yang berdampak pada setidaknya 142.000 orang dan mencakup
luasan 14.000 ha.?*® Dalam kasus-kasus ini, tuntutan masyarakat sama: pengakuan hak atas
tanah; pembayaran kompensasi atau rehabilitasi yang dijanjikan (Kotak 7); mengakhiri
penggusuran paksa dan perampasan tanah; dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Hak
Hutan tahun 2006. Masyarakat bahkan dipindahkan dari cagar alam harimau dengan alasan
bahwa manusia dan harimau tidak dapat hidup berdampingan, sedangkan penelitian ilmiah
yang kuat menyatakan sebaliknya?3® (Kotak 8).

Kotak 8. Cagar Alam Harimau India dan penggusuran paksa

UU Perlindungan Satwa Liar (WLPA) India 1972, mengatur tentang relokasi “sukarela”
dengan imbalan kompensasi tunai dan manfaat lainnya, termasuk perumahan gratis atau
murah di kota. Dalam tiga konflik yang didokumentasikan oleh Land Conflict Watch,
masyarakat menegaskan bahwa pejabat Departemen Kehutanan memaksa mereka untuk
pindah dari desa mereka. Setidaknya 3.000 keluarga digusur waktu mendirikan cagar alam
harimau di Ranthambore,?*® Mukundra Hills,?*' dan Sasrika,?*? di negara bagian Rajasthan.
Semua cagar alam harimau tersebut mencakup 2.411 km2 kawasan hutan, dan konflik
terjadi sejak tahun 1973. Ratusan keluarga yang direlokasi selama proses tersebut belum
menerima sertifikat tanah. Permukiman baru tidak hanya jauh dari tanah leluhur mereka,
tetapi juga kekurangan fasilitas dasar seperti air, jalan, listrik, sekolah, dan rumah sakit.
Komunitas lokal telah mendesak pihak berwenang untuk memasukkan mereka ke dalam
angkatan kerja di dalam cagar alam tersebut, tetapi permintaan mereka diabaikan atau
ditolak karena dicurigai akan melakukan kegiatan perburuan.

Sementara kawasan konservasi yang ketat sedang didorong secara global, cagar alam
harimau kemungkinan akan berkembang di masa depan. Cagar Alam Harimau Palamu?
di negara bagian Jharkhand, mengusulkan perluasan pada Mei 2017 untuk memfasilitasi
pengembangbiakan harimau. Delapan desa ?* berada di daerah ini termasuk desa
Gopakhar, rumah bagi suku Nagesia yang diklasifikasikan sebagai Kelompok Suku Sangat
Rentan. Ini akan menjadi yang kedua kalinya kelompok tersebut mengungsi sejak tahun
1950-an ketika pemerintah membangun waduk, dan sekolah perumahan di perbukitan
Netarhat - rumah leluhur mereka.

Meskipun komunitas yang tergusur dapat diberikan kompensasi untuk relokasi, baik dengan
cara yang sah maupun yang melanggar hukum, ini bukanlah strategi yang layak. Analisis RRI
baru-baru ini menghitung perbandingan antara biaya kompensasi untuk pemukiman kembali
dan biaya hak tenurial.?**> Biaya nosional untuk pemukiman kembali dan kompensasi kepada
Masyarakat Adat dan komunitas lokal jika terjadi penggusuran bisa berkisar antara 100 hingga
lebih dari 1.000 kali biaya untuk mengakui hak mereka atas wilayah (tenurial) mereka,?¢ yang
diperkirakan menelan USD $312.6 juta di India, USD $200 juta di Indonesia, dan USD $23.1 juta
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di Nepal.?*’ Perhitungan perkiraan ini mempertimbangkan biaya untuk menciptakan kondisi
yang mendukung proses pengakuan hak masyarakat atas wilayah kelolanya (tenurial) melalui
pelaksanaan proyek dan analisis teknis yang diperlukan di setiap negara.?*® Tingginya biaya
kompensasi mungkin juga mendorong pemerintah untuk meruntuhkan jaminan perlindungan
lingkungan dan HAM demi melanjutkan kebijakan konservasi seperti biasa.

Penggusuran masyarakat demi konservasi mengabaikan kegiatan konservasi dan investasi yang
disumbangkan oleh masyarakat di wilayahnya. Data yang dikumpulkan dari 29 studi kasus di 14
negara menemukan bahwa Masyarakat Adat dan komunitas lokal menginvestasikan rata-rata
USD $3,57/ha untuk praktik konservasi di wilayah mereka.?* Di Indonesia total pengeluaran
oleh masyarakat untuk kawasan perlindungan diperkirakan mencapai USD $9,21/ha. Di negara-
negara berpenghasilan rendah dan menengah-bawah, kontribusi oleh Masyarakat Adat dan
komunitas lokal kemungkinan merupakan mayoritas dari total pengeluaran konservasi di
seluruh negeri.?>° Penggusuran masyarakat menggantikan sistem konservasi lokal yang efisien
dan hemat biaya dengan sistem asing yang lebih mahal. Tingginya biaya per hektar untuk
mempertahankan kawasan perlindungan di mana masyarakatnya telah digusur dapat
membahayakan hasil konservasi di masa depan karena keterbatasan staf, sumber daya, dan
pendanaan. Pemindahan fisik masyarakat dari tanah adat mereka dapat menyebabkan
perambahan mereka di tanah yang sama di mana mereka memiliki rekam jejak pelestarian
jangka panjang yang terbukti, termasuk membalikkan deforestasi dan menghentikan hilangnya
keanekaragaman hayati. Pembentukan kawasan perlindungan eksklusif mengasingkan mereka
yang secara aktif terlibat dalam konservasi keanekaragaman hayati dan mengkriminalisasi
mereka karena melanjutkan kehidupan tradisional dan mempertahankan hubungan dengan
wilayah mereka.

Penggusuran bukan satu-satunya bentuk kekerasan yang dialami oleh Masyarakat Adat dan
komunitas lokal di kawasan perlindungan. Mereka yang tidak tergusur atau yang tinggal di
sekitarnya sering mengalami kekerasan sehari-hari karena mereka terbentur oleh kebijakan
konservasi dari Barat yang sangat membatasi kegiatan manusia di kawasan perlindungan.?'
Dasar pemikiran dari hal ini adalah bahwa pertanian dan kehutanan harus terpisah—secara
ekologis, ilmiah, kelembagaan.?>? Pembatasan terkait COVID-19 dan karantina wilayah yang
diberlakukan di seluruh negara bagian di India secara tidak proporsional berdampak pada
pemuda suku.?> Kegiatan perburuan, kebun sayur, pengambilan hasil hutan, dan pembangunan
rumah dan infrastruktur dibatasi dalam kawasan perlindungan dan ini berdampak buruk pada
mata pencaharian masyarakat dan ketahanan antar generasi.?>* Konservasi eksklusif
menghalangi akses perempuan ke kayu bakar, pakan ternak, sumber makanan dari hutan,?>
dan perempuan dapat dikriminalisasi ketika mengumpulkan sumber alam ini.?>¢ Pembatasan
pada penggunaan dan akses kawasan perlindungan berdampak pada kontribusi perempuan
untuk keamanan pangan dan juga dapat melemahkan partisipasi mereka dalam proses
pembuatan keputusan di tingkat komunitas.

Di Asia, kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati sering tumpang tindih dengan lahan
yang sangat diminati oleh perusahaan ekstraktif publik dan swasta seperti pertambangan atau
aktor negara yang mendukung kepentingan keamanan nasional. Apa yang awalnya hanya
tampak sebagai urusan lingkungan dengan cepat menjadi sangat politis.?>” Di Nepal, sebanyak
6,778 personel militer saat ini ditempatkan di 13 kawasan perlindungan di seluruh negeri 28
dengan kedok untuk mencegah potensi gerakan bersenjata.?*® Hal ini telah menciptakan
pendekatan keamanan, dan masyarakat yang mengambil Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
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dihukum dan mengalami kekerasan karena mengganggu pengalaman wisatawan yang berharap
melihat kawasan alam liar yang bebas dari pengaruh manusia.?*® Saat mengumpulkan hasil
alam, Masyarakat Adat dan komunitas lokal harus bersembunyi dari karavan jip yang membawa
turis untuk menghindari tindakan dari personel militer yang menjaga kawasan konservasi.?®! Di
luar kekerasan sehari-hari, aksi penyerangan dan pembunuhan terus terjadi (Kotak 9).

Kotak 9. Pembunuhan di Taman Nasional Chitwan dan meluasnya kekerasan di
kawasan perlindungan Nepal

Pada 16 Juli 2020, Raj Kumar Chepang dan enam anggota Masyarakat Adat Chepang lainnya
sedang mengumpulkan ghongi (spesies siput yang dimakan sebagai makanan lezat) di
sungai di dalam Taman Nasional Chitwan ketika mereka ditangkap dan dianiaya oleh
seorang tentara Nepal. Raj meninggal enam hari kemudian karena luka-lukanya.?¢? Di Taman
Nasional Bardiya, baik tentara maupun pejabat taman nasional secara aktif menghalangi
proses hukum dan keadilan atas pembunuhan tiga perempuan dan seorang anak berusia 12
tahun.?%3 Sebagian besar pelanggaran HAM yang berhasil didokumentasikan di Nepal terjadi
di Taman Nasional Chitwan, sebuah Situs Warisan Dunia UNESCO. Arun Shrestha, kepala
unit tentara Nepal yang ditempatkan di Taman Nasional Chitwan mengklaim bahwa setiap
bulan tentara menangkap sekitar 400 orang di taman nasional tersebut.?%*

Jumlah anggota Masyarakat Adat yang dipenjarakan jauh berlebihan di antara semua orang
yang ditindak atas kejahatan terhadap satwa liar.?%> Menurut sebuah laporan independen,
World Wildlife Fund (WWF) mendanai dan memberikan dukungan teknis untuk proyek-
proyek konservasi yang penuh dengan pelanggaran HAM yang meluas termasuk intimidasi,
penggusuran, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan.?%® Dalam banyak kasus, baik
di Nepal dan India, staf WWF gagal menanggapi laporan pelanggaran HAM, menyelidiki
tindakan kekejaman, atau mengambil langkah apa pun untuk meminta pertanggungjawaban
pihak yang terlibat. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi yang sistemis dalam
organisasi tersebut telah memicu budaya diam untuk menjaga hubungan positif dengan
pemerintah.

— Sebuah laporan 2021 oleh Amnesty International dan Community Self-Reliance Center
menganalisa kejahatan ini secara terperinci.

Bagian 5: Melindungi Hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal adalah kewajiban berdasarkan hukum
internasional.?®” Meskipun tidak mengikat, berbagai instrumen internasional yang ada
menyediakan kerangka kerja untuk melimpahkan kepemimpinan konservasi kepada Masyarakat
Adat dan komunitas lokal.?%® Berbagai instrumen ini dapat memfasilitasi advokasi Masyarakat
Adat dan komunitas lokal ke DPR dan DPRD agar mengeluarkan kebijakan yang sesuai budaya
(Kotak 10).

Penentuan nasib sendiri oleh Masyaraka Adatt

Dua instrumen internasional mengakui hak Masyarakat Adat untuk menentukan nasib sendiri?®®
dalam melestarikan keanekaragaman hayati melalui sistem tata kelola adat mereka. Pada tahun
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1989, Konvensi Masyarakat Adat dan Suku (ILO 169), Pasal 13 - 19, melindungi Masyarakat Adat
dengan beragam hak yang berkaitan dengan tanah dan wilayah mereka. Hak-hak ini meliputi
hak kepemilikan; hubungan kolektif; dan nilai-nilai spiritual sehubungan dengan wilayah yang
ditempati atau digunakan. Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples - UNDRIP) tahun 2007 memperluas hak atas
tanah dan wilayah tersebut (Pasal 10, 25-17), dan sumber daya di dalamnya (Pasal 23 & 26), serta
hak khusus untuk “konservasi dan perlindungan lingkungan serta kapasitas produktif tanah atau
wilayah dan sumber daya mereka. Negara harus menetapkan dan melaksanakan program
bantuan bagi Masyarakat Adat untuk konservasi dan perlindungan tersebut, tanpa diskriminasi”
(Pasal 29).
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Kotak 10. Penentuan nasib sendiri sesuai tradisi budaya

Di Nepal dan Thailand terdapat kisah mobilisasi akar rumput untuk hak menentukan
nasib sendiri, mendorong kemajuan hukum yang mendukung tata kelola sumber daya
alam yang adil.

Di pinggiran Kathmandu, ibu kota Nepal, Kotamadya Kirtipur adalah rumah bagi
Masyarakat Adat Newa. Pada Agustus 2020, sebuah badan tata kelola lokal menyatakan
pemukiman kuno mereka sebagai “kawasan perlindungan budaya” berdasarkan ILO
169.270 Masyarakat adat ini berjuang lebih dari dua tahun agar Kirtipur dinyatakan
sebagai kawasan perlindungan budaya sehingga mereka dapat menggunakan hak
mereka untuk menentukan nasib sendiri. UNDRIP, Pasal 18 Konstitusi, dan bagian 102
dan 9 (3) LGOA (UU Operasional Pemerintah Daerah), sesmuanya memberikan jalan agar
Masyarakat Adat dapat mengklaim hak-hak mereka di Nepal. LGOA telah menyediakan
komite perlindungan yang terdiri dari para pemimpin lembaga adat Newa, pemimpin
adat nasional, dan pakar budaya untuk mengatur kawasan perlindungan tersebut. Ini
adalah salah satu contoh yang menunjukkan bagaimana Masyarakat Adat dan komunitas
lokal memulai transformasi positif atas inisiatif mereka sendiri untuk melestarikan
wilayah mereka, asalkan kerangka hukum dan kapasitas teknis tersedia.

Pada tahun 2010, komunitas Hin Lad Nai yang berada di provinsi utara Chiang Rai,
Thailand, menjadi salah satu dari empat desa Thailand yang ditetapkan sebagai “zona
budaya khusus”. Pengakuan ini terjadi tiga dekade setelah konsesi penebangan kayu
pemerintah menghancurkan hutan mereka, mengakibatkan larangan total pada tahun
1989. Sejak itu, 80 persen (3.000 ha) hutan telah diregenerasi, ratusan hektar sekarang
dibudidayakan secara berkelanjutan oleh desa, dan komunitas memiliki lebih dari 200
spesies tanaman yang bisa dimakan. Regenerasi ini merupakan hasil langsung dari tekad
masyarakat untuk mempraktikkan sistem pengetahuan tradisional mereka, termasuk
perladangan gilir balik (rotasi), bahkan ketika dilarang.?’" Sejak itu perladangan gilir balik
dilindungi dalam daftar Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan. Namun, kemenangan
ini harus terus dipertahankan: Kementerian Lingkungan Hidup masih menganggap
praktik tersebut ilegal, dan berupaya untuk memperluas taman nasional terdekat yang
menandakan peningkatan ancaman, pengetatan peraturan, dan resiko penggusuran.?’2
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GBF saat ini tidak cukup membahas hak-hak ini. Meskipun Target 21 “memastikan partisipasi
yang adil dan efektif dalam pengambilan keputusan”, namun target ini masih belum merangkum
secara lengkap HAM yang diakui dalam ILO 169 dan UNDRIP. Hak-hak Masyarakat Adat dan
komunitas lokal juga mencakup otonomi dan tata kelola sendiri dalam agenda pembangunan
dan konservasi wilayah mereka sendiri. Masyarakat Adat memiliki hak untuk memberikan atau
tidak memberikan Persetujuan Bebas Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) (UNDRIP,
Pasal 19). FPIC sebagai pilihan kunci yang ditentukan sendiri juga meluas ke komunitas lokal.
Aktor swasta dan negara sering menafsirkan FPIC sebagai mekanisme untuk mendapat
persetujuan alih-alih sebagai peluang masyarakat untuk juga menolak agenda konservasi formal
secara bersama-sama.?’® Contoh, di India, sebuah perusahaan pertambangan merekayasa
dokumen FPIC yang disyaratkan oleh Forest Rights Act (UU Hak Hutan), dengan daftar tanda
tangan ketua adat yang tidak bisa menulis.?’* Target 21 yang kurang jelas ini gagal mengakui
HAM sebagai kewajiban aktor negara dan swasta sepenuhnya.?’

— Panduan pelatihan FPIC untuk Masyarakat Adat yang dibuat oleh AIPP, tersedia dalam versi
daring.

Hak-hak dan Perlindungan Internasional di Kawasan Perlindungan

IUCN mengakui negara, lembaga multilateral, entitas bisnis, organisasi, dan individu sebagai
“pengemban tugas” dengan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi
hak.2’¢ Namun, mereka sering kali merupakan aktor yang memungkinkan terjadinya
pelanggaran HAM yang kemudian tidak diusut tuntas secara hukum.?”” Organisasi konservasi
yang dibiayai oleh donor internasional pun dapat berperan dalam melegitimasi pelanggaran
HAM yang bengis dan keji di kawasan perlindungan (Kotak 11). Untuk mengakses pendanaan
pengentasan kemiskinan, organisasi konservasi juga telah mengadopsi pendekatan berbasis
hak, tetapi kurang efektif karena gagal mematuhi kerangka kerja berbasis hak secara bermakna
dan sejati.?’®

Ada juga interpretasi yang berbelit-belit tentang pendekatan berbasis "hak" dalam konservasi.
Hak asasi manusia (HAM) dapat diakui oleh standar internasional, nasional, dan bahkan adat
dan ada beberapa bentuk hak seperti: hak prosedural (hak untuk berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan, memperoleh informasi, dan akses keadilan); hak substantif (hak untuk
hidup, keamanan pribadi, kesehatan, air, standar hidup yang layak, pendidikan, kebebasan
untuk mempraktikkan budaya, dan kebebasan dari segala bentuk diskriminasi); dan hak
pengakuan (hak atas “keberagaman identitas, pengetahuan dan pengalaman”).?’° Meskipun
keberagaman dalam HAM didukung oleh hukum internasional, tidak semua hak diakui dalam
hukum nasional. Pendekatan HAM dalam konservasi menyangkut otonomi, kedaulatan,
penentuan nasib sendiri, dan pemulihan bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang telah
terdampak oleh bentuk-bentuk konservasi formal yang ketat.?® Jika hukum nasional tidak
melindungi hak yang sesuai budaya seperti yang diakui dalam hukum internasional, bagaimana
para pelaku konservasi dapat mendukung reformasi hukum tersebut? Prasyarat utama untuk
mewujudkan pendekatan berbasis hak adalah menjamin hak masyarakat atas wilayahnya
(tenurial) dan tata kelolanya yang sesuai kearifan lokal.

Badan konservasi internasional (seperti IUCN dan UNESCO) sering berperan dalam melegitimasi
kawasan perlindungan yang telah mengakibatkan pelanggaran HAM (Kotak 11). Penghormatan
kearifan lokal dan adat istiadat serta praktik tradisional terkait dengan konservasi masing-
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masing dinyatakan dalam Pasal 8(j) dan 10(c) Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Sejumlah
mekanisme pemulihan berbasis peradilan formal maupun non-formal tersedia bagi Masyarakat
Adat dan komunitas lokal untuk digunakan ketika mereka mengalami pelanggaran HAM.28" |IED
telah meringkas sejumlah mekanisme ini dalam seri analitik yang komprehensif?®2 tetapi
mekanisme ini tidak berhasil menghentikan ketidakadilan yang terus berlangsung.?®3
Persyaratan uji tuntas dan mekanisme akuntabilitas independen yang berfokus sepenuhnya
pada konservasi berbasis HAM di dalam GBF dapat sangat mendukung mekanisme pemulihan
yang ada dalam menangani ketidakadilan historis dan terus-menerus menimpa Masyarakat Adat
dan komunitas lokal terkait dengan konservasi.?®* Menanggapi pelanggaran HAM yang sedang
berlangsung di berbagai Taman Nasional yang dikelolanya, WWF menyusun Kebijakan Sosial dan
Standar Jaminan baru.?®® Tetapi, terdapat masalah prosedural dan substantif dalam proses
penyusunan dan adopsi kebijakan tersebut.

— Seri lIED meninjau berbagai macam instrumen internasional, keputusan CBD, dan resolusi
IUCN yang berlaku untuk lembaga konservasi negara maupun swasta.

— Baca surat publik yang mengkritik Kebijakan Sosial baru WWF oleh mantan Pelapor Khusus
Hak Asasi Manusia dan Lingkungan, John H. Knox.

Kotak 11: Taman Nasional Kaeng Krachan dan Situs Warisan Dunia UNESCO di
Thailand

Pada Juli 2021, komite Warisan Dunia UNESCO mendapat kesempatan untuk
melaksanakan kewajibannya dan menjunjung tinggi hak-hak Masyarakat Adat di negara
di mana identitas dan tanah mereka belum diakui atau dihormati secara memadai. Pada
saat itu, seharusnya UNESCO berperan memastikan hasil yang adil agar menjadi contoh
yang bagus untuk kasus-kasus di masa mendatang.

Taman Nasional Kaeng Krachan Thailand terletak di wilayah adat Karen.?8¢ Sejak
diberikan status Taman Nasional pada tahun 1981, Masyarakat Adat Karen telah berulang
kali mengalami penggusuran paksa, dan bahkan petugas taman nasional membakar
rumah mereka. Pada tahun 2014, seorang pembela hak asasi manusia atas lingkungan,
Porlajee “Billy” Rakchongcharoen menghilang setelah ditahan oleh petugas taman
nasional. Pada tahun 2021, pelecehan terhadap orang Karen meningkat. Lebih dari 80
anggota masyarakat ditangkap, 28 di antaranya—termasuk tujuh perempuan dan satu
anak—didakwa secara pidana atas perambahan di tanah yang telah mereka huni selama
lebih dari 100 tahun.?8’

Pada 26 Juli 2021, Komite Warisan Dunia UNESCO memutuskan dengan hasil suara 12-9
untuk mendaftarkan Kompleks Hutan Kaeng Krachan sebagai Situs Warisan Dunia,?%8
mespikun keputusan ini sangat bertentangan dengan rekomendasi para ahli PBB.

—> Baca rekomendasi dari José Francisco Cali-Tzay (Pelapor Khusus Hak-hak Masyarakat
Adat), David R. Boyd (Pelapor Khusus Hak Asasi Manusia dan Lingkungan), dan Mary
Lawlor (Pelapor Khusus Situasi Pembela Hak Asasi Manusia).
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Standar Hak atas Tanah

Standar Hak atas Tanah (Lampiran 1) dikembangkan melalui proses konsultasi yang unik dan
luas dengan melibatkan Masyarakat Adat, komunitas lokal, masyarakat keturunan Afrika,?%°
perempuan dan kaum muda dari berbagai Negara. Bentuk kolaborasi antara Global Landscapes
Forum (GLF), Indigenous Peoples Major Group (IPMG) for Sustainable Development, dan RR,
melahirkan Standar Hak atas Tanah ini yang disusun atas pemahaman bahwa Masyarakat Adat
dan komunitas lokal adalah pilar utama dalam memastikan tata kelola tanah dan wilayah yang
berkelanjutan. Prinsip-prinsip Standar Hak atas Tanah ini yang ditinjau dan diperbarui secara
berkala oleh konstituen Masyarakat Adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika,
memajukan tindakan kolektif yang inovatif sebagai solusi untuk perubahan iklim, hilangnya
keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan. Yang terpenting adalah bahwa
prinsip-prinsip tersebut memberikan kesempatan kepada pemerintah, lembaga keuangan,
organisasi konservasi, dan sektor swasta untuk bermitra dengan masyarakat melalui
pendekatan berbasis HAM dalam restorasi lanskap, konservasi, serta pemanfaataan tanah dan
sumber daya yang berkelanjutan.

Walaupun berbagai macam kerangka kerja sosial dan lingkungan, standar, dan sistem sertifikasi
telah dikembangkan untuk memastikan bahwa konservasi menghormati hak Masyarakat Adat
dan komunitas lokal atas wilayah dan sumber daya, hingga saat ini sebagian besar upaya ini
tidak terkoordinasi dan tidak memiliki seperangkat prinsip-prinsip sama yang diakui secara
global, didasarkan pada hukum HAM internasional, dan dikembangkan bersama-sama
pemegang hak itu sendiri. Untuk mengatasi kesenjangan ini, Standar Hak atas Tanah dapat
diberlakukan untuk upaya konservasi dengan praktik terbaik yang jelas untuk mengakui dan
menghormati hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal atas tanah dan sumber daya dalam
restorasi, pengelolaan, konservasi lanskap, aksi iklim, serta proyek dan program
pembangunan.??°

— Prinsip-prinsip Standar Hak atas Tanah (Lampiran 1) dapat diakses dan didukung secara
daring.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Hasil konservasi menjadi lebih kuat ketika Masyarakat Adat dan komunitas lokal memiliki
otonomi untuk membuat keputusan dan ketika lembaga adat dapat mengelola wilayah melalui
tata kelola sendiri.?’ Untuk menata ulang konservasi perlu menentukan ulang siapakah pelaku
konservasi dan, siapakah terlibat dalam implementasi konservasi berbasis HAM di tingkat lokal.
Dibutuhkan juga pemahaman yang jelas tentang perjuangan pengakuan hak masyarakat yang
sedang berlangsung saat ini, dukungan pada perjuangan tersebut, dan aliansi yang semakin luas
— jika tidak, maka risiko melanggengkan ketidakadilan dan marginalisasi semakin besar.
Pemegang haklah yang harus menentukan bagaimana pendekatan berbasis HAM diterapkan di
wilayah adat mereka.

Mengoperasionalkan pendekatan berbasis HAM membutuhkan penguatan rezim tata kelola
Masyarakat Adat dan komunitas lokal dan pengakuan hak kepemilikan atas wilayahnya. Hal ini
juga membutuhkan pengakuan Masyarakat Adat dalam negara bangsa secara lebih luas. Di Asia,
Masyarakat Adat diakui—atau setidaknya diidentifikasi —secara khusus dalam konstitusi (India,
Nepal dan Filipina), dalam undang-undang tertentu (Kamboja, Indonesia dan Taiwan), dalam
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kebijakan (Thailand) atau Perjanjian (Bangladesh).?°2 Namun, ini tidak berarti bahwa perjanjian
atau undang-undang ini ditegakkan.?®3 Walaupun UNDRIP mungkin mendapat dukungan luas di
kawasan Asia, hanya Nepal yang telah mengambil langkah-langkah untuk meratifikasi ILO 169.
Menjamin dan memastikan hak masyarakat atas wilayahnya dalam bentuk yang sesuai tradisi
budaya (kolektif, adat, ulayat) adalah landasan untuk memungkinkan strategi konservasi yang
ditentukan sendiri.??4

Beberapa aktor konservasi negara dan swasta telah menggunakan?®> pendekatan berbasis hak
secara tidak utuh dan memperoleh keuntungan finansial dari wacana konservasi berbasis hak.??
Ketika organisasi yang berasal dari luar masyarakat berusaha untuk mengubah praktik lokal atau
menggantikan lembaga adat, risikonya adalah dampak sosial dan ekologis negatif yang
merugikan konservasi.??” Perampasan pendekatan berbasis HAM oleh organisasi konservasi
dapat melemahkan tata kelola dan strategi pemegang hak yang ada. Pendekatan berbasis HAM
terhadap konservasi perlu dikendalikan dan ditentukan oleh kelompok pemegang hak.
Sebagaimana telah ditunjukkan, aksi oleh komunitas pemegang hak dan organisasi
pendukungnya terbukti efektif secara ekonomi sebagai strategi konservasi. Agar berhasil,
pendanaan untuk pengakuan hak atas wilayah dan tata kelola hutan Masyarakat Adat dan
komunitas lokal memerlukan peningkatan yang drastis.

GBF dan agenda pasca-2020 merupakan peluang untuk mendorong transformasi pemahaman
global mengenai konservasi dan siapa yang seharusnya menjadi pelaku konservasi. Melestarikan
Bumi lebih dari sekadar mengelola kawasan konservasi secara efektif. Pelestarian ini
membutuhkan penggabungan perjuangan politik dan HAM di akar rumput yang terjadi di
seluruh negara. Tanpa reformasi tersebut, praktik konservasi saat ini akan terus berlaku sebagai
status quo dan pihak yang berkuasa dalam struktur yang sama akan tetap tidak bertanggung
jawab atas tindakan mereka.

Rekomendasi ini ditujukan kepada para pemangku kepentingan konservasi berbasis hak
di Asia:

Rekomendasi untuk semua pemangku kepentingan:

e Mengadopsi Land Rights Standard (Standar Hak atas Tanah) dan memastikan
penerapannya yang efektif melalui mekanisme akuntabilitas (dengan adanya kriteria khusus,
indikator, pelatihan, pemantauan transparan, dan pelaporan).

¢ Menjamin keamanan para pembela hak atas tanah dan lingkungan dan komunitas
mereka.

e Memfasilitasi dialog dan kemitraan yang inklusif dengan keterwakilan kuat dan partisipasi
aktif dari organisasi Masyarakat Adat dan komunitas lokal dalam merancang strategi
aksi iklim dan keanekaragaman hayati.

e Menjunjung tinggi hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal, termasuk hak
menentukan nasib sendiri, lembaga tata kelola dan prioritas pengelolaan wilayah yang
sesuai tradisi budaya.

¢ Memprioritaskan dan mempercepat pengakuan hukum atas tanah, hutan, air dan
sumber daya lainnya yang dikelola oleh Masyarakat Adat, komunitas lokal, petani,
perempuan dan kaum muda di dalamnya di berbagai kawasan konservasi keanekaragaman
hayati yang penting.

e Mendukung Masyarakat Adat dan komunitas lokal serta perjuangan wilayah kehidupan
mereka?®® untuk memfasilitasi inisiatif konservasi inklusif?®® seraya menghormati lembaga
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adat, prioritas yang ditentukan sendiri, dan hak FPIC dalam segala proyek yang didanai
secara eksternal.

Meningkatkan pendanaan langsung kepada Masyarakat Adat dan komunitas lokal untuk
program iklim, konservasi, dan keanekaragaman hayati, termasuk yang didanai secara
bilateral, melalui bank pembangunan multilateral, atau pelaku sektor swasta.

Menetapkan mekanisme akuntabilitas dan pemulihan untuk pelanggaran HAM di masa
lalu dan yang terjadi saat ini.

Rekomendasi untuk Proses Konservasi Keanekaragaman Hayati PBB:
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Membedakan antara pemegang hak, pengemban tugas, dan pelaku usaha dalam
proses dan inisiatif multi-pemangku kepentingan yang difasilitasi di bawah PBB.
Memastikan bahwa Masyarakat Adat dan komunitas lokal diwakili secara kuat sebagai
pemegang hak dalam struktur tata kelola global pada proses Keanekaragaman Hayati dan
Konservasi PBB, sehingga segala tindakan dihasilkan dari proses musyawarah yang
transparan dan inklusif.

Mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) daripada pendekatan
berbasis hak dalam semua tindakan untuk melestarikan, merestorasi, dan berbagi manfaat
keanekaragaman hayati, termasuk pendanaan konservasi.3%°

Menetapkan mekanisme penanganan keluhan, akuntabilitas, dan uji tuntas yang
independen—dengan dukungan federasi Adat regional, Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak
Masyarakat Adat, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Sekretariat CBD, dan
IUCN—untuk memperkuat akuntabilitas upaya konservasi, memulihkan pelanggaran HAM,
dan menegakkan kepatuhan.

Rekomendasi untuk integrasi ke dalam GBF

e Menaikkan pendekatan berbasis HAM ke awal bagian Kondisi Pemungkin GBF, paragraf
14, dan menyisipkan teks dan referensi tambahan untuk menunjukkan bahwa
pendekatan tersebut berlaku bagi hak asasi manusia, hak relasional, hak sipil, dan hak
spesifik lokasi.30

e Mengubah Target 2 untuk memasukkan wilayah Masyarakat Adat dan komunitas lokal
dan hak FPIC mereka sebagai berikut: “Memastikan bahwa setidaknya 20 persen dari
ekosistem air tawar, laut, dan darat yang mengalami degradasi berada dalam restorasi,
terhubungnya ekosistem tersebut dan berfokus pada ekosistem prioritas yang diatur
dan/atau dikelola oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Persetujuan bebas
atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) dan pendekatan berbasis HAM
harus diupayakan untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan.”

e Mengubah Target 3 untuk memasukkan wilayah Masyarakat Adat dan komunitas lokal,
tata kelola wilayah dan sumber daya yang adil, dan pengakuan hukumnya sebagai
berikut: “Memastikan bahwa setidaknya 30 persen wilayah daratan dan laut di seluruh
dunia dikonservasi secara efektif serta diatur dan dikelola secara adil, representatif
secara ekologis, dan melalui sistem kawasan perlindungan yang terhubung dengan
baik, terutama untuk kawasan yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan
kontribusinya bagi manusia. Wilayah adat, kawasan konservasi masyarakat, dan area
konservasi efektif lainnya harus diakui secara formal sebagai strategi yang efektif dan
diintegrasikan ke dalam konservasi bentang darat dan bentang laut global.”
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e Memasukkan “pelimpahan otoritas dan aliansi berbasis luas dengan Masyarakat Adat
dan komunitas lokal” ke dalam Kondisi Pemungkin GBF, paragraf 17.302

Rekomendasi untuk Pemerintah:

Segera mengakhiri pembunuhan dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat dan
komunitas lokal yang mempertahankan wilayah mereka dan lingkungan alamnya, dan
mengadili para pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM yang sebenarnya.

Dalam konstitusi dan hukumnya mengakui secara khusus Masyarakat Adat sebagai
masyarakat yang menentukan nasib sendiri dan mengidentifikasi diri mereka sendiri.
Bekerja dengan organisasi perwakilan Masyarakat Adat dan komunitas lokal, dan para
perempuan di dalamnya, untuk mengembangkan kerangka kerja kelembagaan dan
peraturan yang sesuai kearifan lokal untuk konservasi berbasis HAM.

Menerapkan kerangka kerja tersebut secara efektif untuk mengakui dan melindungi hak-
hak atas wilayah dan sumber daya bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal serta
perempuan di dalamnya, di kawasan perlindungan dan di kawasan konservasi
keanekaragaman hayati yang penting.

Anggaran dan Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) untuk perlindungan dan konservasi alam
dialokasikannya kembali untuk mendanai upaya konservasi efektif yang dipimpin oleh
Masyarakat Adat dan komunitas lokal dan untuk pengakuan hak tenurial mereka.
Menetapkan dan membiayai mekanisme akuntabilitas dan pemulihan di tingkat
nasional untuk menangani pelanggaran HAM masa lalu dan saat ini yang terjadi di kawasan
konservasi yang dikelola Negara maupun pihak swasta.

Rekomendasi untuk Donor:

Menjalin kemitraan strategis dengan organisasi dan lembaga yang dipimpin oleh
Masyarakat Adat dan komunitas lokal, dan memastikan keterwakilan kuat dari
pemegang hak dalam setiap proses dan inisiatif multi-pemangku kepentingan.
Mengalihkan dan meningkatkan pendanaan pengakuan hak dan tata kelola Masyarakat
Adat dan komunitas lokal atas wilayah dan hutan sebagai bagian dari aksi iklim dan
keanekaragaman hayati yang baru,3*® dan menyelaraskannya dengan program nasional,
daerah, dan komunitas yang bertujuan untuk memajukan hak tenure masyarakat,
pengelolaan wilayah dan mata pencaharian yang berkelanjutan.

Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan administratif dan mengembangkan
modalitas bantuan yang memadai untuk mendanai langsung organisasi dan komunitas
pemegang hak.

Mendukung pengembangan kelembagaan organisasi akar rumput dan menghormati
kepemilikan mereka atas data, peta, dan dokumentasi yang dihasilkan.

Menyediakan pendanaan yang dapat dipastikan, multi-tahun, dan fleksibel untuk
organisasi pemegang hak, dengan alokasi khusus untuk inisiatif perempuan dan pemuda
untuk membina generasi baru pemimpin akar rumput.

Rekomendasi untuk Organisasi Konservasi:

48

Memprioritaskan tindakan dan investasi yang mengedepankan pengakuan hukum
dan perlindungan hak masyarakat atas wilayah (tenurial), hak untuk menentukan
nasib sendiri, dan pengetahuan ekologi tradisional yang dimiliki oleh Masyarakat Adat
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dan komunitas lokal, memberdayakan mereka untuk berperan dalam konservasi
keanekaragaman hayati berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal, hukum adat, dan sistem
tata kelola sendiri.3%4

Memperkuat lembaga adat dan organisasi Masyarakat Adat untuk ekosistem yang kuat,
advokasi kebijakan untuk pengakuan hak atas wilayah dan perlindungan sistem tata kelola
sendiri oleh undang-undang dan kebijakan di semua tingkat pemerintahan.

Mendukung lembaga tata kelola dan wadah pengambilan keputusan di tingkat lokal
untuk memperkuat pembelajaran bersama, menyelesaikan konflik, menangani keluhan, dan
mengembangkan rencana kehidupan serta pendekatan pembagian manfaat yang adil.
Mendukung inisiatif yang dipimpin oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal sebagai
strategi utama untuk mencapai pendekatan berbasis HAM yang inklusif dan sesuai tradisi
budaya.

Mendukung aliran dana dan sumber daya peningkatan kapasitas ke organisasi
Masyarakat Adat dan komunitas lokal untuk memfasilitasi pengakuan serta menjamin
kepastian hak dan tata kelola tanah dan wilayah mereka.

Mekanisme penanganan keluhan dan pemulihan disiapkan untuk mengatasi pelanggaran
saat ini dan di masa lalu.

Rekomendasi untuk Sektor Swasta dan Investor:
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Setiap kali berpartisipasi dalam inisiatif atau proses multi-pemangku kepentingan, sektor
swasta dan investor mengakui asimetri kekuasaan, membantu mencegah konflik
kepentingan, dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat tidak dikacaukan dengan
kepentingan perusahaan.

Menahan diri untuk mengerahkan aparat keamanan negara atau swasta dalam
menangani konflik dengan masyarakat.

Mematuhi prinsip-prinsip Land Rights Standard (Standar Hak atas Tanah), termasuk
FPIC, di semua tingkatan perusahaan mulai dari kepemimpinan hingga personel yang
bekerja di tingkat masyarakat, dan kepatuhan tersebut dinilai dengan menggunakan temuan
pemantauan berbasis masyarakat di bilamana tersedia.

Konservasi yang dipimpin masyarakat diutamakan dan didukung melalui alokasi sumber
daya secara langsung kepada masyarakat.

Mekanisme penanganan keluhan dan pemulihan disiapkan untuk mengatasi pelanggaran
saat ini dan di masa lalu.
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Tentang Penulis Bersama
Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) adalah organisasi regional yang didirikan pada tahun 1992
oleh gerakan Masyarakat Adat. AIPP berkomitmen untuk mendorong dan membela hak-hak
Masyarakat Adat dan HAM serta mengartikulasikan isu-isu yang relevan dengan Masyarakat
Adat. Saat ini, AIPP memiliki 46 anggota dari 14 negara di Asia dengan 18 aliansi/jaringan
nasional Masyarakat Adat (tingkat nasional), 30 organisasi lokal dan sub-nasional. Dari jumlah
tersebut, 16 di antaranya adalah organisasi berbasis etnis, 6 organisasi perempuan adat dan 4
organisasi pemuda adat, dan 1 organisasi masyarakat adat penyandang disabilitas.
https://aippnet.org/

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) didirikan pada tahun 2010 oleh Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN), Jaringan Pemetaan Partisipatif (JKPP), Forest Watch Indonesia (FWI), Sawit
Watch, dan Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK). BRWA menyediakan
layanan pendaftaran wilayah adat di Indonesia. Pekerjaan BRWA adalah menyiapkan Sistem
Informasi Wilayah Adat (SIWA) dan prosedur yang meliputi langkah-langkah pendaftaran,
verifikasi, dan pemberian sertifikat Wilayah Adat; bertindak sebagai badan informasi acuan bagi
pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan terkait pengakuan hutan dan wilayah Masyarakat

Adat. BRWA telah meregistrasi 1,034 wilayah adat seluas lebih dari 12.4 juta Ha. www.brwa.or.id
Center for Orang Asli Concerns (COAQ)

COAC didirikan pada tahun 1989 untuk memajukan perjuangan Orang Asli -- baik melalui
penyebaran berita dan pandangan Orang Asli secara lebih luas, membantu dalam kasus-kasus
pengadilan yang melibatkan hak-hak Orang Asli, atau dalam mengembangkan argumen untuk
melakukan lobi dan kerja advokasi. https://www.coac.org.my/

Cambodia Indigenous Peoples Alliance (CIPA)

CIPA adalah aliansi organisasi, asosiasi, dan jaringan komunitas dan masyarakat adat. CIPA
berfungsi sebagai platform atau wadah solidaritas, kerja sama, dan koordinasi aksi untuk
mendorong dan menegaskan hak-hak kolektif masyarakat adat di Kamboja.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008481934118

Cambodia Indigenous Peoples Organization (CIPO)

CIPO didirikan pada tahun 2014 untuk mengubah nasib Masyarakat Adat Kamboja dan
memberdayakan budaya, tradisi, dan hak adat mereka atas tanah dan sumber daya alam di
komunitas mereka serta di Kamboja. CIPO memiliki keyakinan kuat bahwa Masyarakat Adat,
yang memiliki pemahaman mendalam tentang konteks lokal, dapat bekerja secara efektif
(dengan mitra/pemangku kepentingan terkait) untuk membuat perubahan nyata dan
berkelanjutan bagi Masyarakat Adat. CIPO adalah organisasi yang sepenuhnya dipimpin dan
dikelola oleh Masyarakat Adat. CIPO menggabungkan pengetahuan terbaik yang dimiliki
Masyarakat Adat (lokal dan internasional) dan masyarakat Kamboja dengan kemampuan untuk
secara kreatif menanggapi kebutuhan dukungan Masyarakat Adat di Kamboja.
https://cipocambodia.org/
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Center for Indigenous Peoples’ Research and Development (CIPRED)

CIPRED adalah organisasi nirlaba non-pemerintah yang didirikan pada tahun 2011 di
Kathmandu, Nepal. CIPRED terdaftar di Kantor Administrasi Distrik Kathmandu (Peraturan No.
54/2011) dan berafiliasi dengan Dewan Kesejahteraan Sosial (Afiliasi No. 33087). Kami
mengabdikan diri untuk melayani kebutuhan Masyarakat Adat, komunitas lokal, perempuan,
dan kaum muda Nepal untuk memastikan pengakuan Lembaga Tradisional Masyarakat Adat
dan sistem tata kelola mereka sendiri yang berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam,
ekosistem, keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, dan ketahanan terhadap perubahan
iklim. Kami juga mendukung Pembangunan Berkelanjutan yang Ditentukan Sendiri oleh
Masyarakat Adat (IPSSDD) melalui inisiatif penelitian, pendidikan dan pengembangan di

Nepal. https://www.cipred.org.np

Federation of Community Forestry Users Nepal (FECOFUN)

FECOFUN muncul dari gagasan bahwa pengguna hutan dari seluruh pelosok Nepal harus
terhubung untuk memperkuat perannya dalam proses pembuatan kebijakan. Sejak didirikan
pada tahun 1995, FECOFUN telah berkembang menjadi organisasi gerakan sosial dengan sekitar
8,5 juta orang yang tersebar di 77 kabupaten, semuanya adalah pengguna hutan. Kelompok
Pengguna Hutan (Forest User Groups - FUGs) yang diorganisir di bawah UU Kehutanan 1993
Nepal memenuhi syarat untuk menjadi anggota umum federasi ini dan kelompok pengguna
lainnya berdasarkan sumber daya hutan di tingkat akar rumput memenuhi syarat untuk menjadi
anggota dasar. Sekitar 16.186 dari 22.266 Kelompok Pengguna Hutan Kemasyarakatan
(Community Forestry User Groups - CFUGs) dan Kelompok Pengelolaan Hutan Berbasis
Masyarakat lainnya (seperti kelompok kehutanan sewa, kelompok kehutanan agama, zona
penyangga dan kelompok pengelolaan hutan tradisional) di Nepal berafiliasi dengan FECOFUN.
http://fecofun.org.np/

Indigenous Media Network (IMN)

IMN adalah outlet media yang diprakarsai oleh Masyarakat Adat. IMN dibentuk pada tahun 2013
dan secara resmi diluncurkan pada tanggal 23 Maret 2014 di Fakultas Komunikasi Massa,
Universitas Chiang Mai, Thailand. IMN didirikan bersama oleh para pemimpin Masyarakat Adat
yang berasosiasi dengan berbagai organisasi seperti Inter Mountain People Education and
Culture in Thailand Association - IMPECT, Wisdom of Ethnic Foundation - WISE, dan Indigenous
Peoples Foundation for Education and Environment - IPF.

IMN bertujuan untuk memperkuat suara-suara Masyarakat Adat di Thailand yang sebelumnya
dibungkam, memberikan ruang bagi komunitas lokal untuk menyuarakan suara dan
kepeduliannya serta mengoreksi beberapa informasi bantahan yang disampaikan oleh non-
Masyarakat Adat. Selain itu, IMN juga menjalin kerja sama dengan media arus utama di Thailand.
Selama 7 tahun sejak dibentuk, IMN telah melatih lebih dari 300 jurnalis adat untuk
mempromosikan cerita mereka. www.imnvoicies.com

Indigenous Peoples Foundation for Education and the Environment (IPF)

IPF adalah organisasi Masyarakat Adat yang didirikan pada tahun 2005 di Thailand oleh para
pemimpin Masyarakat Adat dengan dukungan dari akademisi lokal. Tujuan utamanya adalah
untuk mendorong hak-hak Masyarakat Adat dalam berbagai isu. Hak-hak tersebut termasuk,
namun tidak terbatas pada, pendidikan Masyarakat Adat, pembangunan yang ditentukan
sendiri, dan penggunaan lahan adat serta pengelolaan sumber daya alam. IPF bekerja dengan
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Masyarakat Adat Karen, Hmong, Mien, Lisu, Lahu, Akha, dan Masyarakat Adat lainnya di
Thailand. Pengalaman yang diperoleh oleh Masyarakat Adatt di Thailand dibagikan dengan
kelompok adat lainnya di Subwilayah Mekong Raya (GMS); seperti Laos, Kamboja, dan Vietnam.
http://www.thai-ips.org/

Indigenous Peoples Partnership (I1PP)

IPP bekerja dengan Masyarakat Adat di Myanmar dalam masalah penentuan nasib sendiri; hak
asasi manusia (HAM); hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam; mempromosikan proses
Persetujuan Bebas Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC); dan peningkatan kapasitas
organisasi Masyarakat Adat di Myanmar. https://www.ippartnership.org/

Inter Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association (IMPECT)

IMPECT adalah organisasi pembangunan adat non-pemerintah yang didirikan dan dikelola
seluruhnya oleh perwakilan kelompok Masyarakat Adat dan jaringan yang terlibat dalam
Asosiasi. Sejak tahun 1993, Asosiasi ini berfokus pada pekerjaan pembangunan di sepuluh
kelompok adat yang tinggal di dataran tinggi provinsi bagian utara Thailand: Masyarakat Adat
Akha, Dara-ang, Hmong, Kachin, Lahu, Lisu, Lua, Karen, Mien dan Shan. Asosiasi ini bekerja
dengan berbagai Masyarakat Adat dengan kondisi dan pengalaman serupa, menerapkan
pengetahuan dan praktik tradisional dalam segala aspek pembangunan. IMPECT bekerja
memberikan kesempatan untuk partisipasi perwakilan berbagai kelompok Masyarakat Adat
dalam kegiatan pembangunan. Empat bidang aksi utamanya adalah: Kebangkitan Budaya dan
Pendidikan Alternatif, Promosi Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Penguatan
Gerakan dan Jaringan Masyarakat Adat, dan Hak-Hak Masyarakat Adat. https://impect.or.th/

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (/[KPP)

JKPP didirikan pada tahun 1996 dan merupakan konsorsium dengan lebih dari 178 anggota yang
terdiri atas LSM, organisasi rakyat, organisasi tani, dan individu yang peduli pada gerakan
pemetaan partisipatif dan isu penataan ruang masyarakat. Tujuan JKPP adalah untuk
menegaskan kedaulatan masyarakat atas ruang. JKPP memiliki 29 Simpul Layanan Pemetaan
Partisipatif (SLPP) yang tersebar di 25 provinsi di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, JKPP
bersama jaringan dan anggotanya telah melakukan pemetaan partisipatif lahan seluas 17,1 juta
Ha. https://jkpp.org/

Land Conflict Watch (LCW)

LCW adalah lembaga penelitian data yang melacak sengketa sumber daya alam untuk
memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik terkait investasi dan tata kelola. Jaringan
peneliti interdisipliner yang tersebar di seluruh India mengumpulkan data yang menyangkut tata
kelola sumber daya alam dan dampaknya terhadap investasi, lingkungan, dan manusia. Mereka
telah membangun basis data pertama dan satu-satunya di India tentang konflik tanah dan
sumber daya alam yang sedang berlangsung. Penelitian mereka bertujuan untuk memfasilitasi
pengambilan keputusan yang dapat menyelesaikan dan meminimalkan konflik tersebut.
www.landconflictwatch.org

Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN)

NEFIN adalah organisasi payung otonom dan satu-satunya perwakilan dari 59 bangsa atau
Masyarakat Adat yang diakui oleh pemerintah Nepal. Didirikan pada tahun 1991 dan saat ini
terdiri atas 56 organisasi anggota masyarakat adat yang tersebar luas di seluruh Nepal. Tujuan
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utama NEFIN adalah memperjuangkan hak-hak dan identitas Masyarakat Adat. NEFIN juga
bertujuan untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang setara, adil, dan
demokratis. https://www.nefin.org.np/en/

Network of Indigenous Peoples of Thailand (NIPT)

NIPT adalah aliansi dari dua puluh enam organisasi Masyarakat Adat di Thailand. NIPT bekerja
untuk mendorong berbagai hak dan isu Masyarakat Adat seperti identitas, kewarganegaraan
dan pengelolaan sumber daya alam.

Non-Timber Forest Products- Exchange Programme (NTFP-EP)

NTFP-EP adalah organisasi jaringan dengan 25 anggota dan lebih dari 100 mitra Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Berbasis Masyarakat (CBO) di Asia Selatan dan Asia
Tenggara. NTFP-EP bekerja dengan masyarakat yang tinggal di hutan, dan melakukan advokasi
kepada multi-pemangku kepentingan secara regional dan nasional di Filipina, India, Indonesia,
Malaysia, Vietham, dan Kamboja untuk memperkuat kapasitas Masyarakat Adat dan komunitas
lokal dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan memungkinkan komunitas ini,
bersama perempuan dan kaum muda di dalamnya, untuk menjadi penjaga hutan sehat yang
tangguh dan dihormati serta hidup aman di wilayah dan tanah adat mereka. NTFP-EP muncul
dari kebutuhan organisasi yang bekerja dengan masyarakat hutan untuk bersama-sama
mendorong dan mempromosikan konsep HHBK dalam konservasi hutan dan peningkatan mata
pencaharian. NTFP-EP secara informal dibentuk pada tahun 1998 dan diresmikan pada tahun

2003. https://ntfp.org
Partners of Community Organizations in Sabah (PACOS) Trust

PACOS Trust adalah organisasi berbasis komunitas yang didedikasikan untuk mendukung
komunitas adat di Sabah dan telah terlibat aktif dengan komunitas sejak 1987. PACOS Trust
berusaha memberdayakan komunitas melalui pembangunan dan penguatan sistematis
organisasi komunitas, yang dapat bertindak secara kolektif. PACOS Trust mendukung organisasi
masyarakat di 14 kabupaten yang melibatkan 23 wilayah geografis, dengan masing-masing
organisasi menentukan dan melaksanakan rencana wilayah dan program kerjanya sendiri.
Mereka merencanakan kampanye tanah selama 4 tahun guna melanjutkan upaya mereka untuk
memastikan peran serta aktif dalam mengatur dan melindungi akses pada keanekaragaman
hayati dan pengetahuan adat, untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif dalam jaringan
Malaysia dan Asia, dan memberikan masukan terkait isu-isu pembangunan yang dihadapi
Masyarakat Adat. https://pacostrust.com

Promotion of Indigenous and Nature Together (POINT)

POINT didirikan pada Maret 2012 sebagai tanggapan atas kurangnya organisasi yang dipimpin
oleh Masyarakat Adat yang bekerja untuk isu-isu Masyarakat Adat di Myanmar. Setelah pemilu
2010, dengan rencana pembangunan pemerintah baru, sebagian besar wilayah masyarakat adat
yang dulunya daerah perang saudara dicanangkan untuk zona ekonomi khusus, bendungan
besar, perkebunan monokultur seperti perkebunan karet, tambang emas, batubara, jalan raya,
pelabuhan laut yang dalam, dll. Sehingga, masyarakat adat bisa mengalami dampak positif atau
negatif dari berbagai proyek pembangunan yang datang sendiri seiring proses perdamaian di
Myanmar. Oleh karena itu, POINT bekerja sama dengan Masyarakat Adat untuk secara cepat
meningkatkan kesadartahuan Masyarakat Adat tentang UNDRIP, FPIC, dan pendekatan berbasis
hak lainnya dalam mekanisme pembangunan, serta untuk mengadvokasi dan membela
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kepentingan masyarakat kepada pemerintah berhubung pembangunan berkelanjutan dan
pengelolaan sumber daya alam. https://www.pointmyanmar.org/

Rimbawan Muda Indonesia/The Indonesian Institute for Forest and Environment (RMI)

RMI adalah sebuah LSM yang didirikan pada tahun 1992 di Bogor, Jawa Barat. Visinya adalah
mewujudkan kedaulatan rakyat—baik perempuan dan laki-laki—atas tanah dan sumber daya
alam lainnya menuju mata pencaharian berkelanjutan. RMI bekerja untuk: Memberdayakan
kelompok tani dalam memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam
lainnya demi mata pencaharian berkelanjutan dengan fokus pada Kepemimpinan Perempuan
dan Pemuda; Mengawal proses pembuatan kebijakan menuju kebijakan pengelolaan tanah dan
sumber daya alam inklusif yang memastikan keadilan dan mata pencaharian berkelanjutan
untuk masyarakat miskin, perempuan, dan laki-laki; Memobilisasi aksi kolektif untuk pengakuan
hak masyarakat - baik laki-laki dan perempuan - atas tanah dan sumber daya alam mereka
seraya mewujudkan kesetaraan gender; Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan
melalui proses pembelajaran intensif. http://rmibogor.id/

Working Group ICCAs Indonesia (WGlI)

WGII adalah kelompok kerja yang dibentuk pada tahun 2011, setelah simposium ICCA di
Indonesia. Pokja ini terdiri dari 10 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yaitu AMAN, BRWA, Walhi,
Kiara, Pusaka, WWF-Indonesia, JKPP, Sawit Watch, NTFP-EP Indonesia, dan Huma. WGl juga
merupakan anggota dari Konsorsium ICCA. Pokja ini terlibat dalam mendukung praktik
konservasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengadvokasi pengakuan wilayah dan
kawasan konservasi Masyarakat Adat dan komunitas lokal (ICCA) di Indonesia melalui proses
dokumentasi dan pendaftaran ICCA di tingkat nasional dan internasional. http://iccas.or.id

Rights and Resources Initiative (RRI)

Rights and Resources Initiative (RRI) adalah Koalisi global yang beranggota lebih dari 150
organisasi yang berdedikasi untuk memajukan hak atas hutan, wilayah dan sumber daya alam
bagi Masyarakat Adat, masyarakat keturunan Afrika, komunitas lokal, dan perempuan dalam
komunitas tersebut. Anggota RRI dapat menggunakan kekuatan, keahlian, dan jangkauan
geografis satu sama lain untuk mencapai solusi secara lebih efektif dan efisien. RRI
memanfaatkan kekuatan Koalisi globalnya untuk memperkuat suara masyarakat lokal dan
secara proaktif melibatkan pemerintah, lembaga multilateral, dan pelaku sektor swasta untuk
menjalankan reformasi kelembagaan dan pasar yang mewujudkan hak. Dengan mendorong
analisa strategis tentang ancaman dan peluang global dan implikasi ketidakpastian hak atas
tanah dan sumber daya alam, RRI mengembangkan dan mempromosikan pendekatan berbasis
hak dalam bisnis dan pembangunan, dan mendorong reforma kebijakan tenurial yang efektif
dan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

RRI dikoordinasikan oleh Rights and Resources Group, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis
di Washington, DC. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.rightsandresources.org.
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Lampiran 1: Standar Hak atas Tanah (Land Rights Standard)
Pengantar

Penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah kunci untuk melindungi lingkungan dan
mewujudkan lanskap yang sehat, berkelanjutan, dan produktif. Hak dan kewajiban yang
berkaitan dengan hal ini harus diberlakukan tanpa diskriminasi dan disertai pelaksanaan upaya
pemulihan yang efektif, dengan menyadari bahwa karena keadaan, karakteristik, dan kebutuhan
tertentu, individu atau kelompok tertentu memiliki sejumlah hak khusus dan berbeda.
Berlandaskan hak-hak sebagaimana yang ditegaskan dalam instrumen internasional tentang hak
asasi manusia dan aspirasi Masyarakat Adat, masyarakat lokal, Masyarakat Keturunan Afrika,
dan perempuan dalam kelompok-kelompok ini, Standar berikut disusun untuk memastikan agar
seluruh program, proyek, dan inisiatif di berbagai lanskap dilakukan melalui kerja sama dan
berdasarkan solidaritas dengan pemegang hak tersebut di atas, dengan mempertimbangkan
dan menghormati hak-hak mereka yang bersifat khusus dan berbeda.

Standar ini akan mendorong dan memacu pengembangan tindakan penanganan dan solusi
bersama yang inovatif terkait perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan
pembangunan berkelanjutan. Selain itu, untuk memastikan konsistensi dengan perkembangan
hukum internasional tentang hak asasi manusia, praktik terbaik yang berkembang, dan aspirasi
terdalam dari Masyarakat Adat, masyarakat lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika yang
bertanda tangan di bawah ini, Prinsip-prinsip yang diuraikan di dokumen akan ditinjau dan
diperbarui secara berkala sebagaimana mestinya dan jika diperlukan.

Standar

Semua organisasi dan entitas yang terlibat dalam mendorong tindakan penanganan terkait
iklim, konservasi, atau pembangunan berkomitmen untuk menghormati dan menjunjung tinggi
hak asasi manusia (baik perorangan maupun kolektif), dan oleh karena itu, harus:

1. Mengakui, menghormati, dan melindungi serangkaian hak-hak atas tanah3%
Masyarakat Adat sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat
Adat, masyarakat lokal, Masyarakat Keturunan Afrika, dan terutama perempuan dalam
kelompok-kelompok ini,3% sebagaimana ditegaskan oleh Konvensi ILO No. 169, termasuk
hak-haknya atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang dimiliki dan dimanfaatkan sesuai
adat mereka, terlepas dari diakui tidaknya hak-hak ini secara hukum oleh negara.?"’

2. Mendorong pengakuan hukum terhadap hak masyarakat atas tanah, wilayah, dan sumber
daya, dan sistem penguasaannya yang terkait dengan adat, struktur tata kelola, dan hukum
adat.308

3. Merencanakan, melaksanakan, dan memantau semua proyek, program, dan inisiatif
tingkat lanskap3®® yang bekerja sama secara penuh dengan Masyarakat Adat, masyarakat
lokal, Masyarakat Keturunan Afrika, dan perempuan dalam kelompok-kelompok ini, dengan
mempertimbangkan prioritas yang mereka tentukan sendiri dan pendekatan yang
ditetapkan secara lokal.

4. Menghormati hak atas warisan budaya dan pengetahuan kearifan lokal, dengan
mengakui bahwa warisan budaya dianggap dan ditentukan sendiri oleh pemilik warisan,
dengan Masyarakat Adat, masyarakat lokal, Masyarakat Keturunan Afrika, dan terutama
perempuan di dalam kelompok-kelompok ini berhak untuk mengendalikan, melindungi, dan
mengembangkan warisan budaya secara inklusif, termasuk pengetahuan tentang ekologi
setempat dan lembaga tata kelola mereka.
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Menghormati persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari
Masyarakat Adat, dan terutama perempuan di dalam kelompok-kelompok ini, dan hak
mereka untuk menentukan nasib sendiri, termasuk menghormati sepenuhnya dan melarang
hubungan apa pun dengan masyarakat adat yang secara sukarela menutup diri. Selain itu,
menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat lokal dan Masyarakat
Keturunan Afrika, dan terutama perempuan di dalam kelompok-kelompok ini, untuk
menerima informasi di awal dan tanpa paksaan ikut serta dalam proses konsultasi
dan pengambilan keputusan yang dapat berdampak terhadap wilayah, sumber daya,
atau mata pencaharian mereka.

Memastikan bahwa syarat dan pelaksanaan kerja sama dan kesepakatan dengan Masyarakat
Adat, masyarakat lokal, Masyarakat Keturunan Afrika, dan perempuan dalam kelompok-
kelompok ini yang berkenaan dengan kegiatan yang berdampak terhadap tanah, sumber
daya, dan wilayahnya mencakup: (i) Berbagi manfaat secara merata dan disepakati
bersama; (ii) Menghargai pengetahuan kearifan lokal; (iii) Mekanisme penanganan
keluhan dan pemulihan yang independen, adil, dapat diakses, dan yang diterima
bersama untuk mengatasi potensi dampak dan kerugian yang sudah terjadi; (iv)
Kompensasi yang adil atas dampak saat ini dan di masa mendatang terhadap tanah,
wilayah, dan sumber dayanya; dan (v) Pelestarian mata pencaharian dan prioritas yang
ditetapkan secara lokal. Semua perundingan mengenai kerja sama dan kesepakatan
tersebut harus melibatkan perwakilan Masyarakat Adat, masyarakat lokal, dan Masyarakat
Keturunan Afrika, termasuk perempuan di dalam kelompok-kelompok ini secara efektif dan
substantif.

Membuat perjanjian tertulis sebelum keikutsertaan para pihak dalam intervensi apa pun
yang memastikan upaya pemulihan secepatnya, yang adil, dan efektif atas kerugian atau
potensi kerugian akibat intervensi, dan yang menjamin mekanisme penanganan keluhan
dan pemulihan yang independen, adil, dapat diakses, dan diterima bersama, yang
mencakup prosedur untuk mengatasi persoalan kerugian yang diakibatkan di masa lalu
dan yang masih terus-menerus berdampak.

Memastikan dan mendorong kesetaraan hak-hak perempuan Adat, perempuan lokal
dan Keturunan Afrika atas tanah, wilayah, dan sumber daya, termasuk keikutsertaan dan
inklusi perempuan yang setara dalam tata kelola yang terkait, dan untuk memastikan tidak
adanya toleransi terhadap kekerasan, pelecehan, atau ancaman kepada perempuan di
semua kegiatan proyek.

Menghormati, mendorong, dan melindungi hak-hak dasar dan kebebasan Masyarakat
Adat, Masyarakat Keturunan Afrika, masyarakat lokal dan terutama para pembela
lingkungan hidup, memberi dukungan untuk memperoleh keadilan bagi korban dan
keluarganya, dan secara aktif mendukung inisiatif untuk mencegah kriminalisasi, ancaman,
dan kekerasan terhadap mereka.

Mendorong penerapan prinsip-prinsip Standar Hak atas Tanah ini oleh pelaku sektor
swasta, investor, organisasi masyarakat sipil, lembaga multilateral, dan para lembaga donor,
dan mendorong para pelaku ini agar terbuka dalam pelaksanaan prinsip-prinsip ini,
melakukan evaluasi partisipatif, kerja sama secara utuh dan efektif dengan mekanisme
pemantauan independen yang melibatkan perwakilan Masyarakat Adat, masyarakat lokal,
dan Masyarakat Keturunan Afrika, serta melaporkan tentang efektivitas tindakan
pelaksanaannya.
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Wastelands” (AImeida, 2019 citing Jagdeesh Rao, 2019. Personal Communication). FES has based its analysis on
government data (Land Use statistics Ministry of Agriculture, GOI, 2013-14) which provides state wise estimates
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199 Indonesia: This figure includes the area recognized through five legal frameworks through which land is
owned by or designated for Indigenous Peoples and local communities in Indonesia. It includes 2.418926 mHa
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of adat territory recognized by decree at the sub-national level (including 59,500 ha recognized at the national
level by decree of the Ministry of Environment and Forestry), 1.252352 mHa of land redistributed under
Agrarian Reform (Data from Agrarian Affairs Ministry), and 0.78559565 mHa cumulatively recognized as Hutan
Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, and Hutan Desa (Rights and Resources Initiative 2018). Hak Komunal
is also classified as designated for Indigenous Peoples and local communities, but no data on recognized area
was available. Notably, although RRI's Land and Forest Tenure databases only capture data on community lands
and forests legally recognized at the national level, the area of Adat territories recognized through subnational
decree is included here to reflect the partial legal protection afforded by this status. Adat communities continue
to advocate for full recognition of these territories at the national level through decree of the Ministry of
Environment and Forestry.

110 Indonesia: This figure is an estimate for territories claimed by Indigenous Peoples.

""" Iraq: Approximately 0.5 Marsh Arabs claim over 2 mHa of marshlands in the three states of Basrah, Thi-Qar,
and Missan. Moumin, M. A. 2007. Mesopotamian Marshlands: An Ecocide Case. Georgetown International
Environmental Law Review 20: 499.

112 Lao PDR: Unrounded figure of land area recognized in Lao PDR is 0.02 mha.

113 Lao PDR: Jeremy Ironside (2017) estimated in 2017 that 5 mHa. of rural areas need to be titled for rural
communities. This data has been accepted and recommended by Almeida (2019).

114 Myanmar: Figure reflects the forest area recognized for communities as of 2017. For additional explanation,
see page 46 and endnote 172 in: Rights and Resources Initiative 2018c.

115 Myanmar: The estimate of 20.7 mHa is based on data from the Department of Agricultural Land
Management and Statistics (2018) with interpretation of this data by Paul De Wit (2019, Personal
communication). In Myanmar, vacant, fallow and virgin (VFV) land area statistics are available. Common
knowledge indicates that a significant area of these lands may be claimed and De Wit assumes that all VFV lands
are claimed, a likely overestimation. On the other hand, communities may claim land that falls under the
permanent forest estate, which could - as per De Wit - compensate for the overestimation on VFV land. Much of
these lands are in the ethnic upland states, including Kachin, Shan, Kayah, Kayin, Chin, Mon, Rakhine, and
Tanintharyi region.

116 Nepal: Figure reflects the forest area recognized for communities as of 2017. For additional explanation, see
page 47 and endnote 176 in: Rights and Resources Initiative 2018c.

117 Nepal: The area claimed by Indigenous Peoples and local communities is estimated to be 4.626 mHa,
including the 1.32 mHa that is to be recognized as community forestry and an additional 3.326 mHa of
rangelands and high-altitude pastures which can be claimed by Indigenous Peoples and local communities.
Community Forests: The original estimate of forests to be transferred to communities was 3.52 mHa from the
Master Plan for Forests in 1989 prepared by the MOFE, Government of Nepal (Tamrakar and Nelson, 1991). Of
this area, only 2.2 mHa have already been recognized as community forests, implying that 1.32 mHa of
community forests are still unrecognized (Khanal, 2019). Rangelands and Pasturelands: Approximately 22.6
percent of the land area of Nepal (3.326 mHa) is considered to be either rangeland or pastureland. Indigenous
Peoples and local communities have been using rangelands and pasturelands in a sustainable way since time
immemorial for the grazing of domestic yak, sheep, goats, and cows; the collection of non-timber forest
products (NTFPs), herbs, medicinal and aromatic plants, and fresh water. Although Indigenous Peoples and local
communities use rangelands and pasturelands on a customary basis, their claims have not yet been legally
recognized by the government. In 1974, the government nationalized rangelands and pasturelands through the
passing of the Rangelands/Pasturelands Nationalization Act 1974. However, Indigenous Peoples and local
communities were not satisfied with that Nationalization Act, claiming that the also have rights over the
rangelands and pasturelands for collective use. (Khanal, 2019).

118 Philippines: The estimate of 4.307 mHa is based on official government data from the National Commission
on Indigenous People (NCIP) (NCIP, 2017). This data is likely an underestimate as it does not include claimed
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forestry. As of August 31, 2016, approximately 0.75 mHa was under the jurisdiction of community forestry, but
no substantive rights have been recognized in these forest lands. Consequently, 1.6 mHa are minimum claims
for rights recognition used in this estimate. This number is likely an underestimate since the upland tribes
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305 This includes community-based resource rights concerning access, use or withdrawal, governance, exclusion,
due process, compensation and alienation (where demanded by rightsholders), as well as their duration.

306 While gender norms and women's forest tenure security vary widely across community-based tenure
systems, national regulations on their rights to inheritance, community membership and governance, and
dispute resolution consistently fall below international standards. They also fail to reflect existing gender-
equitable practices and enable other community practices that discriminate against women. See Convention on
the Elimination of Discrimination Against Women.

307 Execution of this Standard includes identifying, in collaboration with Indigenous Peoples, local communities,
Afro-descendant Peoples, women within these groups, and other rights-holder groups, the extent of those
rights through Human Rights Impact Assessments that explicitly include cultural rights (and that are conducted
in addition to environmental and social impact assessments). All activities contributing to the realization of this
Standard should be grounded in the understanding that land, territorial, and resource rights are defined by
customary use and ownership for Indigenous Peoples, and many Afro-descendant Peoples and local
communities.

308 This includes simple and low-cost procedures to support implementation and eliminate administrative
burdens that hinder communities’ abilities to govern, manage, use or otherwise uphold their land, territorial,
and resource rights.

309 The word “landscape” is used herein to denote all lands and resources that are customarily owned, managed
or otherwise used and occupied by Indigenous Peoples, local communities and Afro-descendant Peoples,
inclusive of connected fresh waters and coastal marine systems.
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